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MOTTO

Hanya dalam lingkungan yang baik manusia dapat berkembang secara optimal
dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan dapat berkembang ke arah yang
optimal.

(Otto Soemarwoto)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak)
miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang
berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai
acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia
i b ¢
o B b5 z
) T ¢ ¢
= Th ¢ Gh
z J . F
d h S Q
e Kh 4 K
> D J L
> Dh ¢ M




J R o N
J Z 9 W
Sy S » H
J Sh ¢

S $ ¢ Y
P d

Hamzah (+) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika hamzah (+) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda ().
Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
| Kasrah I I
[ Dammah U U




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& Fathah dan ya Ai Adan |
3 Fathah dan wau lu Adan U
Contoh:
(S Kaifa
J3 : Haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
e Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas
= Kasrah dan ya I i dan garis di atas
P Dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:
Sl > mata
uﬁj ramad
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s qila
& L;»: . yamiitu
D. Ta Marbiitah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:
JUWbY is;  :raudah al-arfal
M‘ fﬁi-}U : al-madinah al-fadilah

ST  al-hikmah
E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

5 . rabbana
bdl > najjaina
fg.é-\ > al-haqq
&= :al-hajj
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/W}

S x D nu’ima

L

Ae D ‘aduwwu

(o

Jika huruf s ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (::), -maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:

S . ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

[}/}3 . ‘Arabt (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J
(alif lam ma arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:
QMMJ\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
1 :al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
2iJd)  : al-falsafah
MU al-biladu
Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
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terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya:

(w1 \ad

fa;ﬁ..

O3 . ta ' murina
3ol s al-nau’
toss  lsyai'un
EsaA1 umirtu

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur
‘an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh:
Fizilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
Al- ‘Ibarat Fi ‘Umum al-Lafz |a bi khusis al-sabab
I. Lafz Al-Jalalah (4v)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa

huruf hamzah. Contoh:
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A 23 . dinullah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

B G5 A hum fi rahmatillah
Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),

dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan
DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur "an

Nasir al-Din al-Tiis

Abt Nasr al-Farabi

Al-Gazali
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ABSTRAK

Ade Alifa Firdaus, NIM 18230054. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam
Pembangunan Proyek Strategis Nasional Perspektif Sadd Al-dzari’ah. Skripsi.
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas
IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dra.Jundiani, SH.,
M.Hum.

Kata Kunci:; Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; Proyek Startegis Nasional; Sadd
Al-dzari’ah

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan
pembangunan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang disebut dengan
proyek strategis nasional memberikan permasalahan dalam praktiknya.Salah
satunya adalah pembangunan yang dilakukan di kawasan hutan yang menyebabkan
deforestasi. Disisi lain, dengan memberikan legitimasi untuk melakukan perubahan
fungsi kawasan hutan secara parsial yang diusulkan oleh menteri atau pimpinan
lembaga yang ditetapkan hanya akan memberikan perluasan deforestasi. Tujuan
penelitian ini untuk menganalisis perubahan fungsi kawasan hutan dalam
pembangunan proyek strategis nasional dan menganalisis perubahan fungsi
kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Kehutanan perspektif sadd al-dzari ah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan
menggunakan dua metode pendekatan yaitu statue approach dan conceptual
approach, dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian: 1)Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dalam
pembangunan proyek strategis nasional mengakibatkan deforestasi, sebagaimana dalam
pembangunan proyek dan program dari proyek strategis nasional, yaitu pembangunan IKN
dan lumbung pangan (food estate);Dalam hal aturan mengenai perubahan fungsi
kawasan hutan secara parsial menghendaki perubahan yang bertujuan untuk
mengoptimalkan kawasan hutan, sehingga dengan memberikan legitimasi untuk
melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang diusulkan oleh
menteri atau pimpinan lembaga yang ditetapkan tidak sinkron dengan peratun
perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun sejajar, sehingga perubahan fungsi
kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional tidak sesuai dengan
toeri ecological justice yang menghendaki keadilan tidak hanya untuk manusia saja
tapi alam pun juga harus diberikan keadilan.2) perubahan fungsi kawasan hutan
sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan  Kehutanan perspektif sadd al-dzari’ah  mengandung
kemudharatan yang dapat merusak ekosistem hutan.

Sebaiknya perubahan fungsi kawasan hutan untuk pembangunan proyek
strategis nasional menganut prinsip pembangunan berkelanjutan dan seyogyanya
dalam tatanan normatifnya dilakukan harmonisasi dalam teknik pembentukan dan
materi muatan rancangan peraturan perundangan-undangan.
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ABSTRACT

Ade Alifa Firdaus, 18230054. Changes in the Function of Forest Areas in the
Development of National Strategic Projects from the Perspective of Sadd Al-
dzari’ah. Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia,
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dra.
Jundiani, SH., M.Hum.

Keywords : Changes in the Function of Forest Areas; National Strategic Project;
Sadd Al-dzari‘ah

Realizing community welfare by carrying out economic development
through infrastructure development which is called a national strategic project
presents problems in practice. One of them is development carried out in forest
areas which causes deforestation. On the other hand, providing legitimacy to
partially change the function of forest areas proposed by the minister or head of
the designated institution will only provide an expansion of deforestation. The
purpose of this study is to analyze changes in the function of forest areas in the
development of national strategic projects and to analyze changes in the function
of forest areas as stated in Article 84 paragraph (3) of Government Regulation
Number 23 of 2021 Concerning Forestry Management from a sadd al-dzari'ah
perspective.

This study uses a normative juridical research method, using two
approaches, namely the statue approach and the conceptual approach, and the
sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials.
This research uses qualitative juridical research.

The results of the research:1)Changes in the function of forest areas
partially in the development of national strategic projects result in deforestation,
as in the development of projects and programs of national strategic projects,
namely the construction of IKN and food estates; In terms of regulations regarding
changes in forest area functions partially requires changes aimed at optimizing
forest areas, so as to provide legitimacy to partially change the function of forest
areas proposed by ministers or heads of institutions determined to be out of sync
with higher or parallel statutory regulations, so changes in forest area functions in
the development of national strategic projects it is not in accordance with the
theory of ecological justice which wants justice not only for humans but also
nature must also be given justice. 2) changes in the function of forest areas as
stated in Article 84 paragraph (3) PP Number 23 of 2021 Concerning Forestry
Management perspective sadd al-dzari'ah contains harm that can damage the
forest ecosystem.

It is better if the change in the function of forest areas for the development
of national strategic projects adheres to the principles of sustainable development
and in its normative order harmonization is carried out in the formation techniques
and content material of draft laws and regulations.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara melakukan
pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat merupakan visi yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan
ekonomi tersebut, dilakukan melalui pembangunan-pembangunan infrastruktur

yang bersifat strategis.

Indonesia yang di anugerahi sumber daya alam yang melimpah
menjadikan sumber daya alam tersebut, digunakan untuk sebaik-baiknya bagi
kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hutan yang merupakan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia
menjadikannya sebagai sumber perekonomian. Seiring berjalannya waktu, hutan
mengalami kerusakan yang disebabkan oleh deforestasi hutan. Deforestasi bruto
di Indonesia pada tahun 2020-2021 sebesar 139,1 ribu ha, yang mana deforestasi
terbesar berasal dari penutupan hutan sekunder sebesar 129,3 ribu ha (92,9%),
hutan primer sebesar 7,7 ribu ha (5,6%), dan hutan tanaman sebesar 2,1 ribu ha

(1,5%).!

!Meny Ratnasari, lid Itsna Adkhi, dan Widyananto Basuki Aryono, Deforestasi Indonesia Tahun
2020-2021, (Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2022), 18.



Sedangkan deforestasi yang terjadi dalam kawasan hutan sebesar
100,79 ribu ha atau setara dengan 72,5% dari total deforestasi bruto. Deforestasi
yang terjadi di kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebesar 39,2 ribu ha dan
kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 34,6 ribu ha, sedangkan
deforestasi di kawasan Hutan Lindung (HL) sebesar 14,1 ribu ha dan kawasan

Hutan Konservasi (HK) sebesar 6,4 ribu ha.?

Melihat data deforestasi di atas, meskipun telah mengalami kehilangan
kawasan hutan tidak menyurutkan niat pemerintah untuk melakukan
pembangunan di kawasan hutan. Diketahui bahwa pemerintah telah melakukan

pembangunan yang dinamakan dengan proyek strategis nasional.

Proyek strategis nasional sendiri merupakan pembangunan yang
bersifat atau dianggap strategis oleh pemerintah, yang mana proyek strategis
nasional memiliki 200 proyek dan 12 program. Pembangunan proyek strategis
nasional diketahui dalam pelaksanaannya telah melakukan pembangunan di
kawasan hutan. Pembangunan untuk proyek strategis nasional yang dilakukan di
kawasan hutan pada dasarnya telah dilegalkan dan telah diatur di dalam kerangka

hukum positif Indonesia.

Pembangunan proyek strategis nasional yang dilakukan di kawasan
hutan baik dalam hal merubah fungsi dan penggunaan kawasan hutan
berpedoman pada norma yang memberi batasan-batasan yang cukup ketat, yaitu

menghendaki dalam merubah fungsi kawasan hutan dengan dilakukan untuk

2Meny Ratnasari, lid Itsna Adkhi, dan Widyananto Basuki Aryono, Deforestasi Indonesia Tahun
2020-2021, 18.



memantapkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan,® dan menghendaki
dalam hal penggunaan kawasan hutan tanpa mengubah fungsi dari kawasan

hutan.*

Sebagaimana yang telah diberikan legitimasi melalui peraturan
perundang-undangan, menyisakan permasalahan, seperti yang tercantum dalam
Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan yang berbunyi Sebagaimana yang telah diberikan legitimasi
pembangunan proyek melalui peraturan perundang-undangan, pembangunan
proyek strategis nasional yang dilakukan:

Pasal 84

(3) Dalam hal usulan perubahan fungsi dalam rangka kegiatan proyek
strategis nasional, program pemulihan ekonomi nasional, pengadaan
tanah untuk bencana alam, dan tanah obyek reforma agraria yang
ditetapkan Pemeintah Pusat, dapat diusulkan oleh menteri/pimpinan
lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana.®

Isi Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Kehutanan di atas, menunjukkan bahwa secara tersirat

memberikan legalisasi untuk melakukan pelepasan kawasan hutan lindung dan

3pasal 75 PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Lembaran Negara
Nomor 33 Tahun 2021.
4Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

5Se
@

@)

belumnya dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan usulan yang
diajukan oleh:
a. gubernur, untuk Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi; atau
b. pengelola Kawasan Hutan Konservasi



hutan konservasi dengan cara melakukan perubahan fungsi kawasan hutan

secara parsial untuk digunakan dalam pembangunan proyek strategis nasional.

Dalam praktiknya sebagaimana bunyi Pasal 84 (3) PP Nomor 23 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, terdapat program yang mengalami
kegagalan, mengakibatkan deforestasi pada kawasan hutan dan hilangnya mata
pencaharian masyarakat yang berada di wilayah kawasan hutan tersebut. Salah
satu program proyek strategis nasional yang mengalami permasalahan dalam
pembangunannya dan berakhir gagal adalah pembangunan program lumbung

pangan (food estate) di bawah koordinator Kementrian Pertahanan.

Sedangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
dalam Pasal 19 berbunyi bahwa “perubahan peruntukan dan perubahan fungsi
kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan
Penelitian Terpadu.”® Jika melihat sebagaimana salah satu pembangunan
program strategis nasional di atas, dengan menghasilkan kegagalan dapat
dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya tidak sebagaimana bunyi dalam Pasal

19.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan-pembangunan
yang dilakukan oleh program proyek strategis nasional ini telah membawa
kemajuan besar terhadap perekonomian Indonesia dan upaya pemerintah untuk
meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakatnya baik dalam hal sandang,

pangan, pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, serta kemajuan yang meliputi

SLembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020



seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial,
dengan cara dilakukan segalanya dengan memanfaatkan sumber daya yang

dimilikinya.’

Hal lain, yang mendasari berjalannya pembangunan proyek strategis
nasional di kawasan hutan adalah dengan dibebaskannya kewajiban membayar
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam penggunaan kawasan hutan,
pembayaran PNBP kompensasi, dan kewajiban penanaman untuk rehabilitasi

daerah aliran sungai.®

Dengan adanya, kemudahan dalam menggunakan kawasan hutan
mengakibatkan terjadinya kemudahan dalam perubahan fungsi kawasan hutan

untuk pembangunan proyek strategis nasional dalam kawasan hutan.

Dengan demikian, merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan di
atas, maka dirasa sangat penting untuk membahas tentang permasalahan
perubahan fungsi kawasan hutan yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (3) PP
Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang kemudian
mencari tahu bagaimana isi dari Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Kehutanan perspektif sadd al-dzari ah.

"R.M. Gatot P. Santoso, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 189.
8Pasal 94 ayat (8) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Lembaran
Negara Nomor 33 Tahun 2021



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis
merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek

strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan?
2. Bagaimana perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek
strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan perspektif sadd al-dzari 'ah?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan
proyek strategis nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

2. Untuk menganalisis perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan
proyek strategis nasional perspektif sadd al-dzari’ah sebagaimana dalam
Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.

D. Manfaat Penelitian
Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, nantinya dapat
memberikan manfaat atau bermanfaat bagi peneliti secara pribadi dan pembaca
pada umumnya. Terdapat manfaat yang dapat diambil dengan adanya penelitian

ini, yaitu:



1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini adalah bahwasanya
peneliti berharap hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menambahkan
sebagai referensi dan literasi dalam permasalahan perubahan fungsi kawasan
hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini, penelitian ini
diharapkan dapat menambahkan wawasan baru dalam permasalahan
perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis
nasional perspektif sadd al-dzari’ah dan dapat digunakan untuk meneliti
perkembangan hukum baru yang kelak akan terjadi.
E. Definisi Konseptual
1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.®
2. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang

memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

Pasal 1 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Lembaran Negara
Nomor 167 Tahun 1999.
Definisi kawasan hutan sebagaimana yang telah disebutkan di atas kemudian diubah, semenjak
terdapat putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 45/PUU-1X/2011. Putusan tersebut, menghapus
prasa
“.....ditunjuk dan atau....,” sehingga selanjutnya definisi mengenai kawasan hutan menjadi sebagai
berikut: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
45/PUU-XI1/2011.



dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.”0
3. Sadd Al-dzari’ah adalah jalan yang digunakan untuk suatu hal buruk atau
mengandung hal buruk.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum?! dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian
yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif'? atau dapat disebut juga
dengan penelitian  kepustakaan memiliki  kecenderungan dengan
mencerminkan bahwa hukum hanya dilihat dari norma-normanya saja,
sehingga dalam penelitian hukum yuridis normatif mencakup beberapa tema-

tema yang digunakan.'® Dalam penelitian ini tema-tema yang digunakan,

yaitu:

Opasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek
Strategis Nasional Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2021.

Upenelitian hukum merupakan suatu penelitian yang pada dasarnya menerapkan metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu dengan mempunyai objek kajian hukum, baik hukum sebagai
suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis ataupun hukum yang berkaitan dengan
perilaku dan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum
tertentu dengan cara menganalisisnya, dikutip dari Jonaedi Efendi dan Johnny lbrahim, Metode
Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 16.

2Menurut Zainudin Ali penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang membahas

mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam hukum, dikutip dari Zainudin Ali, Metode
Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.
Sedangkan menurut Muhaimin yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah suatu
proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji suatu hukum, baik hukum tersebut sebagai norma,
asas hukum, aturan, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan yang bertujuan
untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti, dikutip dari Muhaimin, Metode
Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), 47-48.

BMenurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum yuridis normatif
mempunyai 5 cakupan yang dapat diteliti. Namun, dalam penelitian ini menggunakan 3 cakupan
yang akan digunakan untuk menganalisis, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian
terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal (akan
tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan terhadao sinkronisasi vertikal saja), dikutip dari
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
(Depok: Rajawali Pers, 2021), 13.



a. Penelitian terhadap teori: teori yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah teori ecological justice atau disebut dengan keadilan ekologi.
Adanya teori ini untuk menganalisis mengenai perubahan fungsi
kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional.

b. Penelitian terhadap sistematika hukum:'* dalam penelitian ini
sistematika hukum tersebut, digunakan untuk menganalisis dan
mendiskripsikan mengenai peristiwva hukum?®® yang terjadi, yaitu
perubahan fungsi kawasan hutan.

c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal:*® dalam penelitian ini akan
digunakan untuk menganalisis mengenai peraturan perubahan fungsi
kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional, yaitu
Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan, yang kemudian akan di analisis dengan peraturan-peraturan
yang lebih tinggi.

2. Metode Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan penelitian perundang-undangan (statue approach) dan

14penelitian terhadap sistematika hukum adalah penelitian yang dapat dilakukan pada perundang-
undangan tertentu ataupun hukum tercatat, yang mana penelitian ini mempunyai tujuan pokok
untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian dasar/pokok dalam hukum, dikutip
dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
15.

peristiwa hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, yang mana mecakup keadan
(omstandigheden), kejadian (gebeurtenissen), serta perilaku/ sikap tindakan (gedragingen), dikutip
dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
15.

18penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dapat dilakukan dengan cara menganalisis apakah hukum
positif yang tertulis telah selaras, dengan tidak adanya pasal-pasal yang mengalami kontradiksi
dilihat dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan, dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 17.



pendekatan konseptual (conceptual approach). Pertama, pendekatan
perundang-undangan (statue approach)®’ ini digunakan untuk menganalis
peristiwa hukum yang terjadi, yaitu mengenai perubahan fungsi kawasan
hutan dalam pembangunan proyek strategis nasional sebagaimana dalam
Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan perubahan fungsi kawasan hutan.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach)*® dalam
pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis mengenai
perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis
nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Selain itu, dalam menganalisis juga
akan ditambahi dengan mengutip dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum yuridis normatif
mempunyai tiga metode pengumpulan data, yaitu studi pustaka, dokumen,
dan studi arsip.'® Data yang dibutuhkan dalam penelitian yuridis normatif

ialah data sekunder, yang terdiri dari atas:

"Pendekatan perundang-undangan (statue approach) merupakan pendekatan yang dilakukan
dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan
isu hukum yang sedang diteliti, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:
Prenada Media Group, 2005), 93.

18pendekatan konseptual (conceptual approuch) merupakan pendekatan yang berpegang pada
doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, dikutip
dari Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 137.

9] Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,
162.

10



a. Bahan hukum primer (bahan yang berasal dari hukum), yakni peraturan
perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, catatn
hukum, dan laporan hukum;

b. Bahan hukum sekunder (yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum),
yaitu pendapat hukum, teori hukum, doktrin-doktrin hukum, dan ulasan
hukum;

c. Bahan hukum tersier (bahan yang merupakan pelengkap bagi bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder).

Bahan hukum primer adalah sumber pustaka utama yang akan menjadi
bahan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan yang
bersifat autoritatif,?® yaitu yang memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum
primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas:

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Kehutanan.

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa
publikasi tentang hukum, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

207ainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, 47.
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pengadilan.?! Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini,
terdiri atas:
a. Buku-buku tentang kawasan hutan (kehutanan);
b. Jurnal-jurnal mengenai perubahan fungsi kawasan hutan, proyek
strategis nasional, sadd al-dzari’ah;
c. Jurnal-jurnal mengenai teori ecological justice
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, pedoman penulisan karya
ilmiah dan lainnya.
4. Metode Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer: bahan hukum ini diperoleh dari peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan
mengenai konflik perubahan fungsi kawasan hutan, yang mana peraturan
perundang-undangan yang digunakan untuk dianalisis adalah Pasal 84
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perubahan
fungsi kawasan hutan.

b. Bahan hukum sekunder: bahan hukum ini diperoleh dengan mencari dari
berbagai litelatur di perpustakaan, litelatur buku milik pribadi, dan karya

ilmiah dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan

2peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 155.

12



perundang-undangan, buku-buku, dan litelatur yang berkaitan dengan
topik permasalahan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan.

c. Bahan hukum tersier: bahan hukum ini diperoleh dari berbagai litelatur di
perpustakaan, litelatur buku milik pribadi, dan webiste dengan menelaah,
membaca, serta mengutip yang berkaitan dengan topik permasalahan
mengenai perubahan fungsi kawasan hutan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan suatu proses evaluasi untuk menguraikan suatu
permasalahan yang dibahas secara sistematis dan konsisten. Analisis bahan
hukum sendiri dimaknai dengan satu kegiatan yang bertujuan untuk
memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan
berbagai sumber hukum yang telah diperoleh.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi
deskriptif analitis, yang terkumpul untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan
dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif, yaitu menarik
kesimpulan dan saran yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum
menuju hal-hal yang bersifat khusus.??

Metode analisis kualitatif ini juga dilakukan dengan menganalisis
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan rumusan

masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan

22)onaedi Efendi, dan Jhonny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta:
PT Grafindo Persada, 2013), 13.
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dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisis
dalam penulisan penelitian ini untuk menemukan kesimpulan, jalan keluar
tentang hal-hal yang mengenai pembahasan.

Analisis dalam metode analisis kualitatif dilakukan dengan
menggunakan bahan hukum yang berasal dari konsep, teori peraturan
perundang-udangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar maupun
pandangan peneliti sendiri.

G. Penelitian Terdahulu Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai penelitian-penelitian yang

telah dilakukan sebelum adanya penelitian ini dengan membahas mengenai topik
yang sama dengan topik yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan yang terjadi
antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian
terdahulu ini, terletak baik pada fokus utama pembahasan dan teori-teori yang
digunakan. Penelitian yang berkaitan dengan topik Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan Dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional Perspektif Sadd al-
dzari’ah hingga saat ini merupakan suatu topik yang belum terlalu banyak
diangkat dalam suatu penelitian. Terlebih lagi, bahwa dalam penelitian ini
terdapat inovasi terbaru dengan memadukan antara hukum murni dengan teori
hukum islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang
dilakukan oleh penulis ini merupakan karya asli penelitian dari penulis tanpa
adanya plagiarisme dari karya-karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti-

peneliti terdahulu.
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Berikut beberapa diantara judul skripsi maupun jurnal yang penulis
gunakan sebagai pembanding baik dalam segi latar balakang, metode penelitian,
kesimpulan, antara lain:

Pertama, jurnal karya Maskun Hasbi Assiddiq, Siti Nur Haliza Bachril,
dan Nurul Habaib Al Mukarramah (yang kemudian akan disebut dengan Maskun
dkk) (Jurnal Media luris, Magister llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, 2022) dengan judul “Aspek Hukum dan Ham pada Penggunaan
Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan
dan Jaminan Ketidak Berulangan™.

Penelitian yang dilakukan oleh Maskun dkk ini merupakan penelitian
yang menggunakan penelitian hukum normatif. Peneliti membagi menjadi tiga
pembagian pembahasan dalam penulisan penelitiannya. Pembahasan pertama
membahas tentang tinjauan mengenai norma dan dasar hukum penggunaan
kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis. Pembahasan pertama
ini dilakukan dengan cara menjabarkan dengan jelas peraturan perundang-
undangan dengan aturan turunannya®® yang membahas mengenai penggunaan

kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan.

BPeraturan Perundang-undangan dengan aturan turunannya, yaitu:

a.Pasal 18 ayat (2), Pasal 27, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004
jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan jo Undang-Undang Nomor 11
Tentang Cipta Kerja Tahun 2020. Lembaran Negara Nomor 6573 Tahun 2020;

b.Pasal 110 A, Pasal 110 B Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020.
Lembaran Negara Nomor 6573 Tahun 2020;

c.Pasal 16 ayat (4), Pasal 84, Pasal 91, Pasal 94 ayat (2) dan (8), Pasal 95 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Maskun dkk, “Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan

Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan,” Media luris,

Vol.5 n0.2(2022):335-342 https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36576
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Pembahasan kedua dalam penelitian ini membahas mengenai hasil dari
telaah terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi akibat perubahan
penggunaan kawasan hutan bagi pembangunan strategis. Bagian akhir
(pembahasan ketiga) dari penelitian ini membahas mengenai pelanggaran HAM
yang terjadi dalam penggunaan kawasan hutan yang digunakan untuk
kepentingan pembangunan strategis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ditemukan sejumlah
permasalahan, seperti dalam hal tataran normatif (terjadinya konflik norma),
munculnya upaya legitimasi penggunaan kawasan hutan yang ilegal, dan tidak
adanya ketentuan hukum yang mengenai pemulihan dan pelanggaran yang
terjadi dalam  penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan
strategis serta hal-hal yang terjadi tersebut secara keseluruhan bertentangan
dengan prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs).?*

Kedua, Skripsi karya Rangga Hendrika Rizkinov (Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022) dengan judul ‘“Pergeseran Fungsi
Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh Masyarakat (Studi Kecamatan
Manggalewa Kabupaten Dompu”.

Penelitian yang dilakukan oleh Rangga Hendrika Rizkinov merupakan
sebuah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini secara normatif
menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan hutan lindung di Indonesia

menurut hukum positif. Terdapat beberapa bahan hukum positif?® yang

2*Maskun dkk, “Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan
Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan,” Media luris,
n0.2(2022):335-342 https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36576

ZBahan hukum positif yang digunakan untuk menganalisis,yakni:
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digunakan oleh Rangga Hendrika Rizkinov untuk menganalisis. Namun, peneliti
lebih menekankan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini secara empiris menjelaskan mengenai implementasi
fungsi hutan lindung yang penggarapannya dilakukan oleh masyarakat di
Kecamatan Manggalewa. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dilihat secara
normatif diperoleh hasil bahwa pengaturan pelindungan hutan lindung menurut
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dalam hal penggunaannya untuk pelestarian, pelindungan
hutan lindung, dan lingkungan hidup telah sesuai dengan prinsip dan standar
yang berlaku dengan kata lain sesuai dengan asas dan norma yang berlaku,
sedangkan hasil penelitian secara empiris memperoleh hasil bahwa

implementasi fungsi hutan lindung yang penggarapannya dilakukan oleh

oo

© a

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan
Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan
Hutan Produksi

Rangga Hendrika Rizkinov, “Pergeseran Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh

Masyarakat”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022),

http://repository.ummat.ac.id
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masyarakat di Kecamatan Manggalewa dapat dilakukan dengan cara membentuk
dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat biasa dan kelompok tani hutan.?

Ketiga, Jurnal karya Maskun, M Napang, S S Nur, S N Bachril, dan NH
Al Mukarramah (yang kemudian akan disebut dengan Maskun dkk) (Jurnal IOP
Conference Series: Earth and Enviromental Science, 2021) dengan judul
“Detrimental Impact of Indonesian Food Estate Policy: Conflict of Norm,
Destruction of Protected Forest, and its Implication to the Climate Change.”

Penelitian yang dilakun oleh Maskun dkk ini merupakan penelitian
hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan studi kasus. Penelitian ini membahas mengenai salah satu program
yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu food estate. Program food estate ini
kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Pemerintah
dalam hal untuk menjaga pelaksanaan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI melalui PermenLHK 24/2020 mengizinkan legalisasi
pemanfaatan lahan hutan, termasuk lahan hutan lindung untuk program food
estate.

Legalisasi pemanfaatan hutan lindung untuk program food estate telah
menimbulkan berbagai permasalahan. Secara normatif, sebagai dasar hukum
pengesahan ini, PermenLHK 24/2020 menimbulkan konflik norma dengan
peraturan terkait yang secara hierarkis lebih tinggi, serta menimbulkan sejumlah

ketidakpastian hukum. Dari sisi lingkungan, pemanfaatan hutan lindung akan

%Rangga Hendrika Rizkinov, “Pergeseran Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan Oleh
Masyarakat”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022),
http://repository.ummat.ac.id
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membuka peluang terjadinya deforestasi dan degradasi fungsi hutan yang
berimplikasi pada peningkatan emisi GRK Indonesia dan pada akhirnya
memperburuk kondisi perubahan iklim.?’

Keempat, Jurnal karya Dalila Doman dan Nadia Doman (Jurnal Hukum
Lingkungan Indonesia, 2020) dengan judul “Penerapan Prinsip Pembangunan
Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-
Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan
Perpres 66/2020”.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hal yang akan terjadi
dengan diberikannya kemudahan penggunaan kawasan hutan dalam rangka
percepatan pelaksanaan PSN dengan adanya ketentuan pengadaan tanah yang
didanai dalam Perpres 66/20 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan hal apa yang dapat dilakukan
dalam pengadaan tanah di kawasan hutan dalam kaitannya dengan penerapan
prinsip pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan lingkungan
dalam sektor kehutanan.

Kajian yang diteliti ini membahas mengenai penerapan pengadaan
tanah dalam kawasan hutan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e

Perpres 66/2020% mengancam keberlanjutan kawasan hutan. Namun, jika dilihat

’Maskun dkk, “Detrimental Impact of Indonesian Food Estate Policy: Conflict of Norm,
Destruction of Protected Forest, and its Implication to the Climate Change,” IOP Conference
Series: Earth and Enviromental Science, Vol. 824 No0.1(2021):5 doi:10.1088/1755-
1315/824/1/012097

28Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 :

e.kawasan hutan
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kembali Perpres 66/2020 masuk kedalam ranah hukum sektor kehutanan.?®
Sedangkan jika dilihat dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan
ekonomi berwawasan lingkungan dalam penelitian terdahulu ini melakukan
analisis dengan peraturan perundang-undangan penggunaan kawasan hutan
dalam rangka PSN dengan melihat pada peraturan kewajiban Pemegang lzin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang tercantum dalam Pasal 15
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 jo. Pasal 42 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2018.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa Kemudahan penggunaan kawasan
hutan dalam percepatan pelaksanaan PSN dengan adanya ketentuan pengadaan
tanah yang didanai dalam Perpres 66/20 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dapat terkurangi dikarenakan
terdapat kewajiban bagi pelaksana PSN untuk memiliki IPPKH. Selain itu,
aturan IPPKH ini telah memiliki prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan
ekonomi berwawaskan lingkungan.

Kelima, jurnal karya Sean Sloan, Mason J.Campbell, Mohammed
Alamgir, Emma Collier-Baker, Matthew G.Nowak, Graham Usher, William F.
Laurence (yang kemudian akan disebut dengan Sean Sloan dkk) (Jurnal Science
Direct Land Use Policy, 2018) dengan judul “Infrastructure development and

contested forest governance threaten the Leuser, Indonesia.”

2Dalila Doman dan Nadia Doman, “Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi
Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan Dalam Rangka
PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.7

No.1(2021):73 https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.222
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Penelitian ini mengamati mengenai konflik antara pembangunan
infrastruktur dan pelestarian lingkungan di kawasan hutan leuser yang terletak
di provinsi Sumatra Utara. Kerusakan ekosistem yang terjadi tersebut
disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang dilakukan baik oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Konflik lingkungan yang
disebabkan oleh pembangunan yang baik dilakukan oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah ini terdiri dari berbagai pembangunan-
pembangunan®® baik secara resmi maupun pembangunan-pembangunan yang
dilakukan dengan tidak secara resmi.

Penyebab rusaknya kawasan hutan leuser tidak hanya disebabkan oleh
pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga disebabkan oleh ketidak ada
konsistenan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi
dan mengelola ekosistem di kawasan hutan leuser, sehingga mengakibatkan
rusaknya konservasi. Permasalahan lain yang menyebabkan rusaknya kawasan
hutan leuser adalah adanya konflik yang terjadi antara konflik lingkungan
dengan pertanian.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sean Sloan dkk adalah

pengelolaan tata kelola ekosistem kawasan hutan leuser sangat sulit untuk

30pembangunan-pembangunan yang dilakukan meliputi pembangunan jalan (pembangunan jalan ini
digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pembangunan jalan yang dilakukan secara resmi dan
pembangunan yang dilakukan tidak secara resmi (pembangunan jalan yang tidak secara resmi ini
memiliki maksud, yaitu jalan yang tidak ada sebelumnya dalam peta jalan yang dirancang oleh
pemerintah), dan pembangunan pembangkit listrik. Dikutip dari Sean Sloan dkk, “Infrastructure
development and contested forest governance threaten the Leuser, Indonesia, Jurnal Science Direct
Land Use Policy, Vol.77(2018):298 https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.043

31ketidak ada konsistenan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, semakin tidak dapat
dikendalikan mengingat bahwa sifat pembangunan infrastruktur tersebut memiliki nilai yang relatif
menguntungkan. Dikutip dari Sean Sloan dkk, Infrastructure development and contested forest
governance threaten the Leuser, Indonesia, Jurnal Science Direct Land Use Policy, 299.
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dikondisikan. Hal ini disebabkan pemerintah daerah melemahkan aktifitas yang

dilakukan oleh para peneliti konservasi kawasan hutan leuser, dan semakin

bertambahnya rencana-rencana pembangunan infrastruktur baik secara resmi

maupun pembangunan-pembangunan yang dilakukan dengan tidak secara resmi.

Mengingat bahwa pembangunan-pembangunan yang dilakukan dengan tidak

secara resmi memperoleh legitimasi secara de jure.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/

No Judul/ Rumusan Hasil Perbedaan
Universitas/ Masalah Penelitian
Tahun

1. | Maskun Hasbi Bagaimana Penelitian ini | Penelitian tersebut
Assiddiq, Siti norma dan menemukan menjelaskan
Nur Haliza dasar hukum | beberapa mengenai penggunaan
Bachril, dan penggunaan permasalahan, | kawasan hutan bagi
Nurul Habaib Al kawasan seperti dalam | kepentingan
Mukarramah, hutan bagi hal tataran pembangungan
Aspek Hukum pembangunan | normatif strategis diluar
dan Ham pada strategis? (terdapat kegiatan kehutanan
Penggunaan . Apasaja konflik secara normatif
Kawasan Hutan permasalahan | norma), dengan menganalisis
Bagi hukum yang | munculnya beberapa peraturan
Kepentingan terjadi yang upaya perundang-undangan,
Pembangunan disebabkan legitimasi kemudian dianalisis
Strategis: oleh penggunaan kembali penggunanan
Menyoal penggunaan kawasan hutan | kawasan hutan bagi
Pemulihan dan kawasan yang ilegal, kepentingan
Jaminan hutan bagi dan tidak pembangunan
Ketidak pembangunan | adanya strategis tersebut
Berulangan, strategis? ketentuan dengan prinsip-prinsip
Jurnal Media . Apasaja hukum yang UNGPs, sedangkan
luris, Magister pelanggaraan | mengenai dalam penelitian ini
lImu Hukum HAM dalam | pemulihan dan | berfokus pada
Fakultas Hukum masalah pelanggaraan | perubahan fungsi

penggunaan | yang terjadi kawasan hutan untuk
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Universitas kawasan dalam proyek strategis
Airlangga, 2022 hutan bagi penggunaan nasional sebagaimana

kepentingan | kawasan hutan | dalam Pasal 84 ayat

pembangunan | bagi (3) PP Nomor 23

strategis? kepentingan Tahun 2021 Tentang

. Bagaimana pembangunan | Penyelenggaraan

upaya strategis serta | Kehutan perspektif

pemulihan hal-hal yang sadd al-dzaria’ah.

dan jaminan | terjadi tersebut

ketidak secara

berulangan keseluruhan

berdasarkan | bertentangan

prinsip- dengan

prinsip prinsip-prinsip

panduan panduan bisnis

bisnis dan dan HAM

HAM di UNGPs.

dalam

pelanggaran

penggunaan

kawasan

hutan bagi

kepentingan

pembangunan

strategis?
Rangga Bagaimana Secara Penelitian tersebut
Hendrika Pengaturan normatif menjelaskan
Rizkinov, Perlindungan | penelitian ini mengenai
Pergeseran Hutan mendapatkan | perlindungan hutan
Fungsi Hutan Lindung hasil bahwa lindung secara
Lindung Berdasarkan | pelindungan normatif dan empiris,
Melalui Hukum hutan lindung | sedangkan dalam
Penggarapan Positif di menurut penelitian ini berfokus
Oleh Indonesia? Undang- pada perubahan fungsi
Masyarakat Bagaimana Undang kawasan hutan untuk
(Studi Implementasi | Nomor 41 proyek strategis
Kecamatan Fungsi Hutan | Tahun 1999 nasional sebagaimana
Manggalewa Lindung Tentang dalam Pasal 84 ayat
Kabupaten Melalui Kehutanan dan | (3) PP Nomor 23
Dompu), Penggarapan | Undang- Tahun 2021 Tentang
Universitas Oleh Undang Penyelenggaraan
Muhammadiyah Masyarakat Nomor 32 Kehutan perspektif
Mataram, 2022 Kecamatan Tahun 1999 sadd al-dzaria ah.

Manggalewa | Tentang

Kabupaten Perlindungan

Dompu? dan
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Pengelolaan
Hidup dalam
menjaga dan
memanfaatkan
hutan lindung
dan
lingkungan
hidup telah
sesuai dengan
norma dan
asas yang
berlaku,
sedangkan
secara empiris
pengelolaan
dan
pemanfaatan
hutan lindung
di Kecamatan

Manggalewa

Kabupaten

Dompu

dilakukan

dengan

membagi

menjadi 2

kelompok,

yaitu

kelompok tani

hutan dan

kelompok

masyarakat

biasa.
Maskun, M Bagaimana Penggunaan Penelitian tersebut
Napang, S S konflik kawasan hutan | menjelaskan
Nur, SN normayang | lindung untuk | mengenai penggunaan
Bachril, dan NH terjadi terkait | food estate kawasan hutan
Al Mukarramah, dengan Secara lindung untuk
Detrimental pemanfaatan | normatif program food estate
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Berdasarkan beberapa paparan penjelasan penelitian terdahulu di atas,
letak perbedaan yang paling mendasar terdapat pada fokus penelitian. Hal ini,
dapat dibuktikan dengan 2 penelitian yang dilakukan oleh Maskun Hasbi
Assiddiq, Siti Nur Haliza Bachril, dan Nurul Habaib Al (kemudian disebut
dengan Maskun dkk) dan Sean Sloan dkk berfokus pada kerusakan dan
perubahan kawasan hutan akibat pembangunan infrastruktur, sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Rangga Hendrika Rizkinov hanya berfokus pada
beralih fungsinya kawasan hutan. 1 Penelitian yang dilakukan oleh Maskun dkk
berfokuskan pada perubahan kawasan hutan dan konfllik norma, dan 1 penelitian
yang dilakukan oleh Dalila Doman dan Nadia Doman berfokuskan pada Prinsip
Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan
Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh penulis memfokuskan pada perubahan fungsi kawasan hutan
dalam pembangunan proyek strategis nasional, permasalahan ini muncul akibat

konflik norma yang terjadi disebabkan adanya legalitas hukum yang
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memperbolehkan perubahan kawasan hutan baik dalam hal merubah fungsi
hutan tersebut untuk pembangunan proyek strategis nasional sebagaimana dalam
Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan perspektif sadd al-dzari ah.

Pada penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa perubahan fungsi kawasan
hutan baik dalam hal merubah fungsi hutan untuk kepentingan pembangunan
proyek strategis nasional bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mengingat
bahwa Praktik perubahan fungsi kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan proyek strategis nasional yang terjadi pada masa Pemerintahan
Jokowi-Ma’ruf dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah yang mengatur
mengenai permasalahan ini bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih
tinggi kedudukannya.

. Sistematika Penulisan

Adapun untuk lebih mempermudah dalam penyusunan skripsi ini lebih
fokus dan sistematis, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan, sebagai
gambaran umum penelitian dengan menarik secara garis besar terhadap
penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusun kedalam empat bab yang
disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub,
dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu yaitu bab pendahuluan dimana terdiri dari latar belakang
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
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Bab dua dalam penelitian ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan
secara umum mengenai kawasan hutan, proyek strategis nasional, sadd al-
dzari’ah, dan teori ecological justice.

Bab tiga pada penelitian ini merupakan pembahasan yang berisi
mengenai tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait pembangunan proyek
strategis nasional di kawasan hutan, aturan mengenai perubahan fungsi kawasan
hutan, perubahan fungsi kawasan hutan menurut teori ecological justice, dan
perubahan fungsi kawasan hutan perspektif sadd al-dzari’ah.

Bab empat dalam penelitian ini adalah penutup, yaitu pada bab terakhir
berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini berupa jawaban
singkat atas rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, sedangkan
saran adalah rekomendasi atau nasihat yang diajukan terkait dengan

permasalahan yang diteliti.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sadd Al-Dzari’ah

Dalam periode perjalanan peradaban sejarah Islam, para ulama
mengembangkan berbagai teori, prinsip, dan metode hukum yang tidak
dirumuskan secara sistematis, baik di dalam Al-Quran ataupun Hadis. Upaya
para ulama dalam mengembangkan tiga hal tersebut, dilakukan terkait dengan
tuntutan realitas sosial yang semakin kompleks. Beberapa isu baru mulai
bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Al-Quran
dan Hadis. Di antara metode yang dikembangkan oleh para ulama yaitu sadd al-

dzari’ah.
1. Pengertian Sadd Al-Dzari’ah

Sadd al-dzari’ah merupakan salah satu metode yang dikembangkan
oleh para ulama, yang mana sadd al-dzari’ah merupakan klasifikasi dari al-
dzari’ah.®> Wahbah Zuhaili membagi al-dzari’ah menjadi dua macam,

yaitu:%

a. Sadd Al-Dzari’ah, yaitu jalan yang digunakan untuk suatu hal

buruk atau mengandung hal buruk.

32 Al-dzari’ah secara epistimologi adalah cara atau jalan untuk menuju suatu hal tertentu yang
ditinjau dari hukum syariatnya. Para ulama berpendapat bahwa al-dzari’ah adalah cara untuk
menuju perbuatan untuk menuju sesuatu yang dilarang dan mengandung keburukan. Dikutip dari
Wahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al-Figh Al-Islami Juz 2, (Dar al-Fikr: Damaskus, 2005), 173.

33 Wahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al-Figh Al-Islami Juz 2, 173.
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b. Fath Al-Dzari’ah, yaitu jalan yang digunakan untuk suatu hal

yang baik.

Pembahasan sadd al-dzari’ah mengenai suatu perbuatan yang
dilakukan mempunyai maksud tertentu. Mengingat bahwa segala sesuatu
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu yang
jelas, yang mana tujuan tersebut tidak mempersoalkan perbuatan yang
dilakukan tersebut tidak dimaksudkan dalam kategori hal baik atau buruk,
membawa kemanfaatan atau merugikan. Selain itu, sebelum sampai untuk
melakukan tujuan yang dilakukan terdapat perbuatan-perbuatan yang

mendahului yang harus dilalui.

Perumpamaan yang dapat menggambarkan dari sadd al-dzari’ah,
seperti apabila seseorang hendak mendapatkan ilmu pengetahuan, maka
orang tersebut harus belajar. Untuk sampai dapat belajar, terdapat beberapa
fase yang harus dilalui seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat
belajarnya. Kegiatan pokok dalam hal ini adalah belajar atau menuntut ilmu,

sedangkan kegiatan lain itu disebut perantara , jalan atau pendahuluan.

Perumpamaan lainnya yaitu, melakukan zina, terdapat bebera hal
yang mendahuluinya seperti rangsangan yang mendorong berbuat zina dan
penyediaan kesempatan untuk melakukan zina tersebut. Sehingga dalam hal
ini, zina disebut perbuatan pokok yang dituju, sedangkan hal-hal yang

mendahuluinya disebut perantara atau pendahuluan.
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Contoh dari dua perumpamaan di atas, dalam hal untuk melakukan
perbuatan pokok yang dilakukan, terdapat hal yang harus terlebih dahulu
melakukan perbuatan yang mendahuluinya.®* Keharusan melakukan atau
menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok tersebut,
terdapat aturan yang sudah diatur sendiri hukumnya oleh syara’ ataupun

belum diatur secara langsung oleh syara’, seperti:

a. Wudhu merupakan perbuatan pendahuluan (perantara) untuk
melaksanakan shalat. Namun, kewajiban kewajiban wudhu telah
diatur dalam Al-Quran. Dalam hal ini jelas bahwa hukum untuk
melakukan perbuatan pendahuluan (perantara) sama dengan
hukum bagi perbuatan pokok, yaitu sama-sama wajib.

b. Membunuh tanpa hak adalah perbuatan haram yang harus dijauhi.
Untuk menjauhi perbuatan membunuh tersebut, harus menjauhi hal
yang dapat mendorong untuk melakukan pembunuhan, seperti
senjata. Namun, tidak terdapat argumen mengenai larangan

mempunyai senjata dalam syariat.

Secara bahasa sadd al-dzaria 'ah merupakan gabungan dua kata yang
terbentuk dalam mudhaf dan mudhaf ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu

sadd (3 ) dan adz-dzari’ah (3=2,31).% Kata s berasal dari kata kerja 2bs 3

34perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang sebenarnya telah diatur oleh syara’ dan
termasuk kedalam hukum taklifi yang disebut dengan al-ahkam al-khamsah, dikutip dari Amir
Syarifuddin, Ushul Figh jilid 2, (Jakarta: Kencana Pramediagroup,2008), 447.

%Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-
Dzari’ah (sebuah kajian perbandingan), Al-Mazahib, Vol.5 No.2(September 2017),

293 https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426
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yang berarti menutup atau kebalikan dari membuka, sedangkan &=
memiliki arti wasilah atau jalan ke suatu tujuan.* Sehingga pengertian sadd

al-dzariah secara bahasa, yaitu:

sC=\

5 5 o 6705 28 s g ) HL

Yang berarti "jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau

ma'nawi, baik atau buruk."®"

Arti sadd al-dzari’ah secara bahasa sebagaimana di atas, mengandung
konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan.
Pengertian netral tersebut, yang kemudian di angkat oleh Ibn Qayyim ke

dalam rumusan definisi tentang dzari ah, yaitu:

(G 5 s O
Yang berarti “apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada

sesuatu.”s®

Pendapat Ibn Qayyim mengenai al-dzari’ah tidak hanya terbatas
untuk sesuatu yang terlarang, tetapi juga meliputi sesuatu yang dianjurkan,
sehingga pengertian mengenai al-dzari’ah lebih baik untuk dikemukakan
secara umum. Dari penjelasan tersebut, sehingga Ibn Qayyim membagi al-

dzari’ah menjadi dua macam, yaitu apa yang dilarang yang disebut dengan

36Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 172.
37 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Juz 2, (Jakarta: Kencana Pranemediagroup, 2008), 449.
38Amir Syarifuddin, Ushul Figh Juz 2,449.
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sadd al-dzari’ah, sedangkan yang kedua, yaitu yang diperintahkan

dilaksanakan yang disebut dengan fath al-dzari’ah.*®

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sadd al-
dzariah merupakan suatu metode yang yang membahas tentang dampak dari
suatu perbuatan yang dilakukan. Sehingga, apabila dalam syariat hal tersebut
dapat dilakukan, maka hal tersebut dianjurkan, akan tetapi dalam hal
pelaksanaannya berdampak terhadap sesuatu yang haram, seperti

kemudharatan dan kerusakan maka tidak boleh untuk dilakukan.

2. Metode Sadd Al-Dzari’ah

Terdapat tata cara untuk menentukan hukum syara’ yang
diklasifikasikan menjadi perbuatan yang termasuk dalam al-dzari’ah dapat

dilihat dari dua cara:*°

a. Dilihat dari segi al-baits, yaitu motif pelaku.
b. Dilihat dari hasil atau dampak dari perbuatan yang dilakukan

tanpa melihat motif dan niat.

Al-baits adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu
perbuatan, baik motif tersebut menimbulkan sesuatu yang halal (baik)
maupun motif yang menimbulkan sesuatu yang haram (buruk). Contohnya
Seseorang yang berakad jual beli dan tidak bermaksud untuk memindahkan

kepemilikan dan menetapkan harga, akan tetapi dia bermaksud untuk menipu

%Firdaus, Ushul Figh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 119.
40Wahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al-Figh Al-Islami Juz 2, 178.
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dengan riba. Sehingga perbuatan akad jual beli yang dilakukan tersebut

haram, dikarenakan oleh syariat tidak diperbolehkan.*

Selanjutnya, cara yang kedua motif dilihat dari kebaikan dan
keburukan yang dihasilkan dari suatu perbuatan. Apabila akibat yang
ditimbulkan oleh perbuatan tersebut berupa kebaikan (kemaslahatan), maka
perbuatan  tersebut  diurutkan  menurut kadar kemaslahatannya
(wajib/sunnah). Dan apabila jika rangkaian perbuatan yang dilakukan
tersebut menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut dilarang sesuai

dengan tingkatannya (haram/makruh).

Dari penjelasan dua cara di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
menggunakan metode tersebut untuk menghindari hal-hal yang
mengakibatkan kerusakan. Mengingat bahwa salah satu tujuan dari hukum
Islam adalah mewujudkan dan mencapai suatu kemaslahatan dan
menghindari kerusakan. Sehingga dari dua cara tersebut, yang dapat
mencegah untuk menyebabkan kerusakan akibat perbuatan yang dilakukan
adalah dengan menggunakan metode yang pertama, dikarenakan seseorang
yang melakukan suatu perbuatan pastilah mempunyai motif terlebih dahulu

dan kemudian menjalankan motif tersebut dengan suatu tindakan/perbuatan.

3. Kedudukan Sadd Al-Dzari’ah

Membahasa mengenai kedudukan sadd al-dzari’ah, sama halnya

dengan giyas, dilihat dari aspek penerapannya, sadd al-dzari’ah merupakan

4IWahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al-Figh Al-Islami Juz 2, 179.
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salah satu metode pengambilan pengambilan keputusan hukum (istinbath
hukum) dalam Islam. Namun, dilihat dari sisi produk hukumnya, sadd al-

dzari’ah merupakan salah satu sumber hukum.

Meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul figh menyinggung
mengenai sadd al-dzari’ah, namun amat sedikit yang menempatkan
bahasannya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Disisi lain,
ditempatkannya al-dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan
hukum meskipun diperselisinkan penggunaannya, namun mengandung arti
bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum dari
suatu perbuatan. Namun, dikarenakan perbuatan tersebut ditetapkan sebagai
washilah (perantara) bagi suatu perbuatan yang telah dilarang secara jelas,
maka hal tersebut menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum dari washilah
(perantara) tersebut merupakan sebagaimana hukum yang telah ditetapkan
oleh syara’ terhadap perbuatan pokok. Terdapat beberapa ayat-ayat Al-quran

yang mengisyaratkan sebagaimana permasalahan tersebut, seperti:*?

a. Surah Al-An’aam, ayat 108

ek 1538 @125 A 033 5. O3 30 50,
Artinya:

“Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah,
karena nanti ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa
pengetahuan.” (Surah al-An’aam:108).

“2pmir Syarifuddin, Ushul Figh jilid 2, 451.
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Arti dalam surah an-An’aam ayat 6 di atas, dalam hal mencaci dan
menghina penyembah selain Allah itu sebenarnya boleh, bahkan jika perlu
boleh untuk memeranginya. Akan tetapi, karena perbuatan mancaci dan
menghina tersebut akan menyebabkan penyembah selain kepada Allah
menjadikan penyembah tersebut, mencaci dan menghina Allah, sehingga

perbuatan dan mencaci dan menghina tersebut dilarang.
b. Surah An-Nuur, ayat 31

28 - 95 (L BF sez wi Ty esed. @ o, o 203 . Toas g F e o Ky
30 O3B T Raa 0 )53 Gesy (e 3 G IR Bl s

:)a 2 /i’;
Artinya:

“Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui

orang perhiasan yang tersembunyi di dalam.” (Surah An-Nuur: 31)

Arti dalam surah An-Nuur ayat 31 di atas, dalam hal menghentakkan
kaki itu sebenarnya tidak apa-apa bagi perempuan, akan tetapi karena
menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui dapat
diketahui orang-orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang

mendengar, maka mengehentakkan kaki tersebut menjadi terlarang.

Kedua contoh di atas, yang telah dijabarkan terlihat terdapat larangan
bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun
pada awalnya dasar hukum dari perbuatan tersebut membolehkan. Sehingga,
dalam hal ini dasar hukum bagi para ulama adalah bahwa setiap perbuatan

mengandung dua sisi, yaitu yang terdiri dari:
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a. sisi yang mendorong untuk berbuat.

b. sasaran atau tujuan yang menjadi natijah**dari perbuatan tersebut.
Melihat dari sisi natijah-nya, suatu perbuatan terdapat dua bentuk:**

a. Apabila natijah-nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah
kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk
mengerjakannya.

b. Apabila natijah-nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong
kepadanya adalah buruk, sehingga hal tersebut dilarang.

4. Pengelompokkan Sadd Al-Dzari’ah
Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibn Qayyim
mengkelompokkan dzari’ah menjadi beberapa kelompok, yaitu:
a. Dilihat dari sisi akibat (dampak) yang ditimbulkan, terbagi menjadi empat
bagian, yaitu:*

1) Sadd dzari’ah yang pada dasarnya memang membawa kepada
kerusakan, contohnya meminum minuman yang memabukkan
yang membawa terhadap kerusakan akal, dan perbuatan zina yang
membawa pada kerusakan tata keturunan.

2) Sadd dzari’ah yang pada dasarnya ditentukan untuk sesuatu yang
diperbolehkan, akan tetapi dimaksudkan untuk mengarah pada

perbuatan buruk yang merusak. Contohnya nikah muhalil atau

“Natijah adalah kesimpulan atau akibat, dikutip dari Amir Syarifuddin, Ushul Figh jilid, 452.
4Wahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al-Figh Al-Islami Juz 2, 182.
4Wahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al-Figh Al-Islami Juz 2, 183.
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dalam hal akad jual beli. Pada dasarnya nikah itu hukumnya boleh,
namun dikarenakan dilakukan dengan niat menghalalkan yang
haram menjadi tidak boleh hukumnya. Sedangkan dalam hal akad
jual beli pada dasarnya hukumnya diperbolehkan, akan tetapi
tujuan dari akad jual beli tersebut untuk riba, sehingga perbuatan
akad jual beli tersebut menjadi tidak boleh untuk dilakukan.

3) Sadd dzari’ah yang pada dasarnya ditentukan untuk diperbolehkan,
akan tetapi tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya
sampai juga pada kerusakan yang mana kerusakan tersebut lebih
besar dari kebaikannya. Contohnya wanita yang berhias pada saat
baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya dalam masa iddah.
Pada dasarnya berhiasnya seorang perempuan hukumnya boleh,
akan tetapi berhias pada saat dalam masa iddah dikarenakan
meninggalnya suami keadaannya menjadi lain.

4) Saad dzari’ah yang pada dasarnya ditentukan untuk diperbolehkan,
tetapi terkadang menyebabkan membawa pada kerusakan, namun
kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan
kebaikannya. Contoh melihat wanita saat dipinang.

5. Pandangan Ulama Tentang Saad Dzari’ah

Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan
mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada
dasarnya juga menerima metode sadd dzari’ah tersebut, meskipun berbeda

dalam kadar penerimaannya.
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Dasar pegangan yang dijadikan pegangan oleh para ulama dalam
menggunakan sadd dzari’ah adalah kehati-hatian dalam beramal ketika
menghadapi permbenturan antara kebenaran (maslahat) dan keburukan
(mafsadat). Apabila terdapat dalam keadaan maslahat yang mendominasi,
maka diperbolehkan untuk dilakukan. Namun, apabila dalam keadaan
mafsadat yang lebih dominan, maka harus ditinggalkan. Dan apabila terdapat
keadaan yang mana di antara maslahat dan mafsadat sama-sama kuat, maka
untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku, yaitu

sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kaidah, sebagai berikut:
c}ua.éj\ s/»i;- 61:9 éf\.ﬁfé .:L:u\.;i.;j\%jef};
Artinya:

“Menolak  kerusakan  diutamakan  daripada  mengambil

kemaslahatan.”

Disisi lain, apabila berada dalam keadaan antara yang halal dan haram

bercampur, maka prinsip yang dirumuskan dalam kaidah, sebagai berikut:
s e pirdig S5 gy
Artinya:

“Bila berbaur antara yang haram dengan yang halal, maka yang

haram mengalahkan yang halal.

4Amir Syarifuddin, Ushul Figh jilid 2, 456.
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Sedangkan, bagi para ulama mempunyai pegangan dalam hal untuk
mengambil suatu tindakan dalam memutuskan suatu keputusan berpegang

pada sabda Nabi sallahu ‘alaihi wassalam, yang berbunyi sebagai berikut:

SER N
Artinya:

“Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa

yang tidak meragukanmu. "

Terdapat pula sabda Nabi yang berbunyi, sebagai berikut:

J3 s pa8 2 A & O Y Sl et ST g g piks J9d
G iy L

Artinya:

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Yang
terletak di antara keduanya termasuk urusan yang meragukan
(syubhat). Ketahuilah bahwa ladang Allah itu adalah ladang yang
diharamkannya. Siapa yang bergembala di sekitar ladang
larangan Allah itu diragukan akan terjatuh ke dalamnya.”

B. Teori Ecological Justice
Nicholas Low dan Brendan Glesson pada tahun 1998 mendefinisikan
mengenai keadilan ekologi, secara sederhana mereka mendefinisikannya sebagai

berikut:

4Wahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al-Figh Al-Islami Juz 2, 189.
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“the justice of the relationship between humans and the rest of the natural

world #

Yang berarti keadilan tidak hanya untuk manusia tapi juga kepada
makhluk-makhluk lainnya, yang mana menurut Nicholas Low dan Brendan
Glesson juga termasuk kesuluruh alam pula. Teori keadilan ekologi ini secara
terang-terangan mengkritik paham mengenai antroposentrisme, yang mana
antroposentrisme mamandang bahwa alam sebagai pemuas untuk mencukupi

kebutuhan manusia.

Disisi lain beberapa para ahli berpendapat bahwa perkembangan
pemahaman keadilan ekologi sedikit banyak terilhami oleh deep ecologyi. Deep
ecology pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf pada tahun 1973 yang
bernama Arne Naess. Cara pandang yang dilakukan oleh deep ecology adalah
dengan tidak melihat dunia sebagai suatu kumpulan objek-objek yang terisolasi,
akan tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling terhubung dan saling

ketergantungan secara fundamental.*®

Deep ecology juga mengakui bahwa nilai-nilai intrinsik dari semua
makhluk hidup dan memandang manusia hanya sebagai salah satu bagian khusus
dalam jaringan kehidupan, sehingga deep ecology dalam pandangannya menolak

mengenai ide bahwa nilai intrinsik alam hanya didasari dari kegunaan

“8Nicholas Law dan Brendann Glesson, Justice Society And Nature: An exploration of political
ecology, (London and Newyork: Routledge, 1998), 2.

49%9Edra Satmaidi, “Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan,” Supremasi
Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.24 No.25(Agustus 2015), 151
https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105
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instrumental bagi manusia. Baik deep ecology ataupun keadilan ekologi
mempunyai inti yang sama, yaitu menolak supremasi manusia terhadap alam dan

isinya.

Keadilan ekologi secara sempit, mengenai keadilan yang diterapkan
hanya mempunyai satu dimensi yang populer, yaitu yang disebut dengan
distributive justice. Pada dasarnya konsepsi keadilan dalam distributive justice
mendefinisikan bagaimana mendistribusikan berbagai materi yang berupa hak,
barang, dan kebeasan. Selain itu, juga menefinisikan dan mengatur kesetaraan

serta ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Distributive justicei berpedoman pada procedural rules, yang berarti
menekankan pada bagaimana prosedur untuk bisa menyediakan kesempatan
yang sama kepada semua orang untuk bisa memperoleh materi. Dalam hal ini,
kaitannya dengan keadilan ekologi adalah bahwa keadilan ekologi
menginginkan bukan hanya manusia yang memperoleh kesempatan yang sama
untuk mendapatkan lingkungan yang baik, tetapi juga dengan makhluk-makhluk

yang lainnya.

Pendapat lain yang datang dari David Scholsberg bahwa untuk bisa
menerapkan keadilan ekologi tidak hanya membutuhkan aspek distributive

justice saja, melainkan seharusnya dibutuhkan lebih dari satu aspek. Dari
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pendapat tersebut, David Scholsberg mepopulerkan beberapa aspek keadilan

lainnya, yang terdiri dari:*

1. Recognition, adalah mengakui alam sebagai bagian dari community
justice.

2. Participation, adalah menekankan keterlibatan manusia dalam
mendukung hak-hak lingkungan.

3. Capabilities, adalah menekankan bahwa semua komponen ekosistem di
bumi baik manusia, hewan, hutan, dan seluruh sistem alam secara
keseluruhan mempunyai hak untuk hidup dan berkembang.

C. Kawasan Hutan

Indonesia yang mempunyai kawasan hutan yang luas, menjadikan
kawasan-kawasan hutan tersebut terbagi menjadi tiga wilayah kawasan hutan

yang digolongkan berdasarkan fungsinya, sebagaimana berikut:

1. Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi

Kawasan hutan di Indonesia diklasifikan berdasarkan fungsinya
menjadi tiga bagian. Hal ini, disebabkan kondisi kawasan hutan Indonesia
dalam setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda, dan kondisi tersebut
dapat diklasifikasikan menurut keadaan fisik, flora dan fauna, topografi, serta

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.* Secara yuridis dalam Pasal 6

50David Schlosberg, Defining Enviromental Justice: Theories, Movements, and Nature, (US:

Oxford University Press, 2007), 130.

STArum Karunianti, <<Kawasan Hutan: Pengertian, Klasifikasi, Luas, dan Konflik>> Forester Act,
Okt 23,2022, https://foresteract.com/kawasan-hutan/

44


https://foresteract.com/kawasan-hutan/

ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
membagi kawasan hutan berdasarkan fungsinya menjadi tiga, yaitu:
Pasal 6
“(1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
a. fungsi konservasi;
b. fungsi lindung; dan
C. fungsi produksi.”
Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah juga membagi hutan
berdasarkan fungsi pokoknya, adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:
Pasal 6
“(2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok
sebagai berikut:
a. hutan konservasi;
b.  hutan lindung; dan
C. hutan produksi.”
2. Jenis-Jenis Hutan
1. Hutan Konservasi
a. Pengertian
Secara yuridis pengertian hutan konservasi baik menurut
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ataupun
dalam aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menjelasakan
bahwa yang dimaksud dengan hutan konservasi, yaitu:
“hutan konsevasi adalah kawasan hutan yang memiliki ciri khas
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan

’

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.’
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b. Jenis Hutan Konservasi
Jenis hutan konsevasi ini termasuk dalam jenis hutan yang
cenderung terbentuk dari hutan alam yang memiliki berbagai jenis
tanaman. Jenis-jenis hutan konservasi secara yuridis telah tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 19999 Tentang Kehutanan,
yaitu:
Pasal 7
“Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf a terdiri dari:
a. Kawasan hutan suaka alam;
b. Kawasan hutan pelestarian alam
c. Taman buru.”
c. Fungsi dan Tujuan Hutan Konservasi

Hutan konservasi mempunyai beberapa fungsi, yang terdiri dari:

1) Perlindungan, merupakan fungsi hutan konservasi sebagai tempat
perlindungan keragaman hayati dan sistem penyangga kehidupan di
dalamnya;

2) Pelestarian, merupakan fungsi yang dimiliki oleh hutan konservasi

sebagai pelestarian seluruh ragam hayati yang terdapat dalam hutan

dan tetap lestari agar terhindar dari kepunahan;

52|_embaran Negara Nomor 167 Tahun 1999
Pengertian kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi
pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; Pengertian kawasan
hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan
dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Pengertian
taman baru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu, dikutip dari
Pasal 1 ayat (10), (11), dan (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999.
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3) Pemanfaatan, merupakan fungsi dari hutan konservasi yang
bertujuan untuk pemanfaatan kekayaan hayati berupa flora dan fauna
yang dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab.

Selanjutnya mengenai tujuan, hutan konservasi memiliki tujuan,
sebagai berikut:

1) Keselarasan antara manusia dan lingkungan, sehingga terdapat
keselarasan hubungan yang terjadi antara manusia dan
lingkungan yang saling menguntungkan;

2) Pemanfaatan sumber daya alam, terkendalinya pemanfaatan
sumber daya alam secara bijaksana;

3) Terwujudnya peran manusia sebagai pembina lingkungan hidup;

4) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan yang
memiliki keuntungan bagi generasi sekarang ataupun masa
mendatang;

5) Terlindunginya negara terhadap dampak dari luar wilayah negara
yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Uraian penjelasan di atas, menjelaskan bahwa perlindungan
terhadap hutan konservasi sangat dibutuhkan. Mengingat bahwa konsep
dari konservasi adalah the wise use of natural resourch.® Mengingat

bahwa keberlangsungan adanya hutan konservasi bermanfaat dan

53The wise use of resourch adalah pemanfaatan hutan secara bijaksana, dikutip dari Editor lindungi

hutan, “Hutan Konservasi: Pengertian, Jenis, dan Fungsi Lengkapnya,” Lindungi Hutan, 11
Februari 2022, diakses 24 Oktober 2022, https:/lindungihutan.com/blog/hutan-konservasi-
pengertian-jenis-fungsi/
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dibutuhkan tidak hanya penghuni hutan, melainkan juga dibutuhkan
oleh negara dan manusia dalam masa sekarang ataupun masa depan.
2. Hutan Lindung
a. Pengertian
Pengertian hutan lindung secara yurid tercantum dalam Pasal 1
ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
ataupun dalam aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menjelasakan
bahwa yang dimaksud dengan hutan konservasi, yaitu:
Pasal 1 ayat (8)

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air
laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

b. Fungsi dan Manfaat Hutan Lindung
Hutan lindung mempunyai fungsi pokok, yaitu berkaitan dengan
penjagaan ekosistem dan kondisi lingkungan. Selain itu, hutan lindung
juga mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1) Dapat mencegah atau meminimalisir bencana alam;

2) Dapat menjadi tempat tinggal dan mencukupi kehidupan masyarakat

adat; dan

3) Dapat menjaga siklus air.

Selanjutnya hutan lindung mempunyai manfaat yang sangat

berlimpah, mengingat bahwa hutan lindung merupakan suatu wilayah

kawasan hutan yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah
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dengan potensi menghasilkan barang dan jasa yang mampu memenuhi
kebutuhan manusia dan menciptakan kestabilan lingkungan.
Pemanfaatan hutan lindung menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pemanfaatan hutan
lindung antara lain:
Pasal 26
(1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan,
pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan
kayu
Pémanfaatan hutan lindung tidak hanya terbatas seperti dalam
Pasal 26 ayat (1) tersebut. Pemanfaatan hutan lindung juga dapat
dimanfaatkan untuk pengelolaan budidaya lebah, tanaman obat,
penangkaran, ekowisata, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon.
Penjelasan uraian mengenai hutan lindung di atas baik
pengertian, fungsi, dan manfaat hampir mempunyai inti maksud yang
sama, Yaitu kelangsungan ekosistem hutan lindung sangat berperan
penting bagi kehidupan dan lingkungan, sehingga apabila kerusakan
ekosistem terjadi di kawasan hutan lindung mengakibatkan terancam
punahnya penghuni hutan dan adanya bencana-bencana alam yang
dapat merugikan manusia.
3. Hutan Produksi
a. Pengertian
Pengertian hutan produksi secara yuridis terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ataupun dalam

aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
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b.

Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menjelasakan bahwa yang
dimaksud dengan hutan, yaitu:
Pasal 1 ayat (7)
“ Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil hutan.”

Hutan produksi memproduksi hasil hutan yang berupa baik dalam
bentuk kayu ataupun non kayu. Masyarakat biasanya memanfaatkan
pengelolaan hutan produksi untuk dijadikan bahan baku. Hutan produksi
mempunyai kawasan yang luas, yang mana dalam pengelolaannya di
kelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan perusahaan swasta.

Jenis dan Manfaat Hutan Produksi

Hutan produksi mempunyai beberapa jenis-jenis hutan produksi
sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 huruf ¢ Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sebagai
berikut:

Pasal 31 huuf c
“Hutan Produksi terdiri atas:

1. Hutan Produksi tetap; dan
2. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.’

Hutan produksi memberikan banyak kemanfaatan bagi
masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan
kawasan hutan produksi baik dalam hal pengelolaan dan eksplorasi.
Manfaat dari adanya hutan produksi, sebagai berikut:

1) Lahan pembangunan kawasan serta pemanfaatan hasil hutan

berupaya kayu dan non kayu yang dapat diperjual belikan akan
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meningkatkan kualitas pasar, serta dapat menjadikan peluang
lapangan kerjaan bagi masyarakat;

2) Kawasan hutan produksi dapat menjadi kawasan hutan budidaya
dan perlindungan, seperti budidaya tanaman obat, lebah,
penangkaran untuk satwa, hingga budidaya sarang burung walet;

3) Dapat digunakan sebagai tempat wisata alam sebagaimana hutan-
hutan yang lainnya; dan

4) Dapat sebagai perlindungan lingkungan, mengingat bahwa hutan
mempunyai peran sebagai paru-paru dunia dan sekaligus juga
dapat menyerap dan sebagai cadangan karbon.

Penjelasan mengenai kawasan hutan, jenis-jenis, fungsi, serta manfaat
dari masing-masing kawasan hutan tersebut, dapat dipahami bahwa baik
fungsi kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi harus
tetap menjaga kelestarian ekosistemnya. Mengingat bahwa fungsi dari
kawasan hutan-hutan tersebut untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang
bermanfaat baik bagi makhluk penghuni hutan ataupun manusia.

D. Proyek Strategis Nasional

1. Pengertian

Pengertian proyek strategis nasional secara yuridis tercantum dalam
Pasal 1 angka 1 PP Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek

Strategis Nasional, yang berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 1
1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya
penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.>*
2. Daftar Sebaran dan Pembangunan Proyek dan Program Proyek Strategis
Nasional
Pembangunan proyek strategis nasional tersebar dibeberapa wilayah
provinsi. Daftar proyek strategis nasional terdiri dari 200 proyek dan 12
program. Berikut gambar tata letak mengenai daftar proyek dan program dari

proyek strategis nasional dibeberapa wilayah provinsi:

Gambar. 2.1 Peta sebaran pembangunan proyek strategis nasional

"TERSEBAR NASIONAL
9 KALIMANTAN O e
O SUMATERA O e VALUKUR PARUA
* O @ SULAWES!

@ JAWA o
19734 g e
o

S\%@é"%'& y Q" ’t\-/'

RUNANS KAWASAN PERKEBUNAN KERETAAP ENERC PELABUMAN ASBENL movnaquDARA PARIWISATA PERUMAMAN PENDIOKAN e TEKNOLOGH

PROYEK

Sumber diambil dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
(KPPIP)

4pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek
Startegis Nasional Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 2021.
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Pesebaran/tempat-tempat untuk pembangunan proyek strategis nasional
sebagaimana yang terdapat dalam gambar di atas, tersebar di Pulau Jawa,
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Riau dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan
Papua. Sedangkan daftar pembangunan proyek dan program proyek strategis
nasional terdapat dalam Permen Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun
2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasioal, berikut daftar

proyek dan program dalam pembangunan proyek strategis nasional:

Gambar 2.2 Daftar proyek dan program pembangunan proyek strategis nasional.

NO. | DAFTAR FROVEK STRATHGS NASIONAL | LOKAS [ W5 [ AFTAR PROYEK STRATEGHS NASIONAL LokAs:

npung Melayu |
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80 Double Track Jawa Sclatan Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi D.1. Yogyakarta,
dan Provinsi Jawa Timur
81. | High Speed Railway Jakarta - Bandung Provinsi DKI
dan Provinw Juwa Baral
82. | Penyclenggaraan Kercta Api Ringan/ Light Rail | Provins: DKI Jakarta
Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, | dan Provinsi Jawa Barat
Bogor, Depok, dan Bekasi
83 | Kereta Api Lopatik_Lahat — Muara
Prabumulih - Lampung  dan | Sclatan dan Provinst

61. | Pengembangan Pelabuban Kupang. Provinsi Nusa Tenggara
Tienur

62. | Pengembangan Pelabuban Sorong Provins Papua Barat

63 | Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu Provinsi Sulawes:

o Pelabuhan fub Intcrnassonal Provinsi Sumatera Utara
- m —

65. | Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional  Provinsi Sulewesi Utara
Hitung
Tourism Ihubj

67, Pembangunan Pelabuban Ambon Baru/New | Provinsl Maluku
Ambon

o8 Provinsi Sumatera
Palembang Selatan

— -

59, | Kawasan Industri Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara

90. | Kawasan Industri Landak Provinsi Kalimantan
Harat

91, | Kawasan Industri Ketapang Provinsi Kalimantan

92. | Kawasan Industri Tanggamus Provinsi Lampung

93, | Kawasan Industri Jorong Provinsi Kalimantan

- =

|05, | Kawasan industri Morowali Provin Sulawess

96, | Kawasan Industri Konawe Provinss Subiwest

97. | Kawasan Industri Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

98. | Kawasan Industri Tanah Kuning Provinsi Kalimantan
Utara

99, | Kawasan Industri Wilmar Serang Provins: Banten

100. | Kawasan Industri Pulau Obi

101, | Kawasan Industri Weda Ray

102. | Kawasan Industri Takalar

103, | Kawasan industr) Tanjung Enim Provinss Sumatera
Selatan

104, | Kawasan Terintegrasi Bakauheni Provins: Lampung

105, | Kawasan Industri Terpadu Batang Provinsi Jawa Tengah

106. | Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial | Provinsi Sulawesi

Park (IKI Tenggara

110. | Bendungan Kuningan Provinai Jawa Barat

111. | Bendungan Hendo Provinsi Jawa Tunur

112. | Bendungan Gongyeng Provins: Jawa Timur

113, | Bendungan Tukul Provinsi Jawa Timur

114. | Bendungan Pidekso Provins: Jawa Tengah

| 115. | Bendungan Tugy N Provinw Jaws Tunur

116. | Bendungan Karalloe Provinm Sulswes:
Selatan

117, | Bendungan Keureuto Provinsi Aceh

118, | Bendungan Tapin Provinel Kalimantan |
Selatan

119. | RBendungan Passeloreng Provinsi Sulawen:

120. | Bendungan Lolak Provinm Sulawes: Utare |

121. | Bendungan Bintang Bano mn--n-r-—n

122. | Bendungan Karian Provins: Hanten

123. | Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah | Provinsi Aceh

Bendungan Rukoh

124. | Bendungan Way Sekampung Provinsi Lampung

125. | Bendungan Kuwil Kawangkoan Provinet Sulewest Utars |

126. | Bendungan Ladongh Provine Sulewes:
Tengmara

127. | Bendungan Ciawi Provine Jaws Barat

128. | Bendungan Sukamahi Provinsi Jaws Barat |

129. | Bendungan Leuwikeris Provinsi Jawa Barat

130. | Bendungan Cipanas Provinsi Jawa Barat

131. | Bendungan Tiga Dihaji Provinm Sumatcra
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132. | Bendungan Semantok Provinsi Jawa Timur

133. | Bendungan Pamukdulu Provinsi Sulawes:
Selatan

134. | Bendungan Bener Provinsi Jawa Tengah

135. | Bendungan Sadawarna Provinsi Jaws Barat

136. | Bendungan Lausimeme Pruvinsi Sumatera Utara

1137. | Bendungan Sidan Provins: Bali i

138. | Bendungan Marga Tiga Provinsi Lampung |

139. | Bendungan Bagong Provinsi Jawa Timur

140. | Bendungan Randugunting Provinsi Jaws Tengah

141. | Bendungan Mbuy Provinsi Nusa Tengeara
Timur

142. | Bendungan Bulango Ulu Provinsi Gorontalo

143. | Bendungan Napun Gete Provinsi Nusa Tenggara |
Timur

| 144. | Bendungan Temer Provinsi Nusa Tenggara
Timur

145. | Bendungan Way Apu Provinsi Maluku I

146. | Bendungan Meninting Provins Nusa Tenggara

| 147. | Bendungan Tamblang Provinsi Bak

148. | Bendungan Beringin Sila WWMMT

| 150. | Bendungan Manikin [ —
Timur

151, | Bendungan Jlantah Provins: Jawa Tengah

152. | Bendungan Jragung Provinsi Jawa Tengah

153.  Bendungan Scpaku Semoi Provinsi Kalimantan
Timur

154. | Bendungan Budong-Budong Provinsi Sulawcs: Barat

Provinsi Jawa Barat

Provinsi Kalimantan
Timur

185.

186.

Provinsi Papua Barat

188,

Provinsi Jawa Timur

Circbon
Mangkei - Durmai)

dan Provinm Sumatera
Utara - Provinsi Riau

Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim

Provinsi Sumatera
Sclatan

wmw»mam

Timur

;quwu-nw-uucanu—l

IUNMG—M-'NIIIM
Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)

Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Sumatera
Selatun, dan Provinsi
Jaws Barat

Pembangunan Jaringan Irigasi Dacrah Irigast
Jambo Aye Kanen

Pembangunan Jaringan Irggest Daerah Irigast
Lematang

Bendung dan Jaringan Irigasi
Dacrah Hahanc

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi
Gumbasa

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dacrah Irigasi
Rentang

Rehabilitasi  Juringan Irigesi  Dacrah  Irigasi
Glapan

Lempuing

&-Wu-m_mm

Sistem Penyediaan Alr Minum (SPAM) Rewsonal
Jatigede

Sistem Penyedinan Air Minum (SPAM) Umbulan |

Provins Jawa Timur

Sistem Penyediasn Alr Minum (SPAM) Kots
Randar Lampung

Sistem Penyodiaan Air Minum (SPAM) Regional
Ir. W. Djuanda /Jatilubur If

Provinsi Lampung

Provinsi Juwa Barat dan
Provinsi DKI Jakarta

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional
Jutiluhur

Provinsi Jawa Barat dan
Provinsi DKI Jakarta

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional
Wosusokas

Sistemn Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional
Karian - Serpong

Sistem Penyedisan Air Minum (SPAM) Reglonal
Kamijoro (Rantul, Kulon Progo)

) -——mmummw
Koberma (Bengkulu

Tengah, Kota

Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Banten dan

Provinsi DKI Jakarta

Provinsi D.1. Yogyakarts

Provins Denghuiu

Provinsi Bali

Provins Banten

Provinsi DKI Jakarta

AT T

193, | Proyek Satelit Multifungsi Nasional
194 | Pengembangan Drone Male Komhatan (Male | Nasional
Unmaned Combat Aerial Vehicie
195. | Pengembangan . Produksi IV dan | Nasional
Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang
Terintegrasi dengan Kebun Rakyat
196. | Pengembangan Industri Garam Nasional
197. Mtplmn(lmpd Nasional
L e SERREE. .
198, Pembuunmn Kampus Universitas  Islam | Provinsi Jawa Barat
Internasional Indonesia
199, Prvyekhmu&n‘buhﬂludhﬂnnn Provinsi DKI Jakarta
Al Ti.vk g
Provinsi Papua Barat
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1) PT Artabumi Sentra Industrs di
%, Sul ik
2) PT Wanxiang Nickel Indonesia di
Morowali, Sulawesi Tengah;
:us'rmuuna‘mma
C)Pr&rhﬂl-'lklllﬂoh_da
Kolaka, Sulawesi Tenggara,
5) PT Macika Mineral Industri di
Konawce  Sclatan,  Sulawesi
| Tenggara,
| 6) PT  Virtue Dragon Nickel
Industry di Konawe, Sulawesi
Tenggara;

n"mmmd'
Matuku

Program Peningkatan Penyedisan
Pangan Nasional/ Food Estate

Program Pengembangan Superhub

v:hn Pemurnian xm-'auimu
Tori id Tanac.

1) Smelter PT Bahodopi Nickel
Smelting  Indonesia  dan
Tambang PT Vale Indonesia Blok
Bahodopi di Morowali, Provinsi
Sulawesi Tengah; dan

2) Smelter PT  Kolaka  Nikel
Indonesia dan Tambang PT Vale
Indonesia Pomala  di
Kolaka, Sulawesi
Tenm

f. Fusilitas P lah

dnn Pcmumun Komodlu- Nikel

Provinsi

T cngan P

serta Kawasan Industri dalam
rangka Pengembangan KV Battery
Nasional PT Ancka Tambang Group,
PT Industri Baterai Indonesia, serta
mitranya di Halmahera Timur,
Provinsi Maluku Utara.

Daftar proyek diatur dalam Peraturan

tan

gan
Pengembangan Kawasan Food Estate.

Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan
Timur, Sulawesi Utara dan Integrasi
PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo 11,
dan PT Pelindo IV ke dalam PT
Pelindo 11

Program terdin dan:
a. Perccpatan Pengembangan Wilayah

yang ditetapkan dalam
Presiden tentang
Ekonomi

Kawasan Purworcjo - Wonosobo .
Magelang Temanggung, dan
Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;

~ NASIONAL

Program Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus

Program Revitalisasi Industri Gula
Nasional dan Hilirisasi Industri
Kelapa Sawit

12

Sumber diambil dari Permen Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Daftar Proyek Strategis Nasional
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BAB Il
PEMBAHASAN
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
DALAM PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH

A. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Pembangunan Proyek Strategis

Nasional.

Hutan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam
menunjang pembangunan, sehingga dalam penyelenggaraan kehutanan
dilakukan berdasarkan manfaat dan lestari yang di maksudkan agar dalam setiap
pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan
kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi untuk
kesejahteraan masyarakat baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang

akan datang.*
1. Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Kawasan Hutan.

Pembangunan proyek strategis nasional di kawasan hutan,
sesungguhya telah menyita banyak perhatian terutama bagi pengamat

lingkungan. Diketahui bahwa di antara 200 proyek dan 12 program dari

55|rfani, Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyalahgunaan Perizinan Pengelolaan Hutan,
(Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, 2022), 72.
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proyek strategis nasional yang sangat mengalami pro dan kontra adalah

pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) dan lumbung pangan (food estate).

Hal ini, dikarenakan kedua pembangunan proyek dan program proyek
strategis nasional tersebut, dilakukan di kawasan hutan lindung dan hutan
produksi. Berikut penjelasan mengenai pembangunan proyek dan program

proyek strategis nasional diantaranya:

a. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu proyek dalam program
proyek strategis nasional, yang mana penetapan Ibu Kota Negara (IKN)
pada tahun 2022. Memasukkan Ibu Kota Negara (IKN) ke dalam proyek

strategis nasional diketahui untuk mempercepat pembangunannya.

Wilayah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, terletak di dua
kabupaten, yaitu terletak di Penajam Paser Utara dan Kutai Karta Negara.
Diketahui bahwa wilayah pembangunan IKN sebagian besar berada di
fungsi kawasan hutan produksi, yang mana wilayah kawasan hutan
produksi tersebut sudah dikuasasi oleh industri ekstraktif. Jumlah lahan
IKN yang telah dimiliki oleh berbagai korporasi adalah sekitar 51%, yang
mana korporasi tersebut terdiri dari usaha kehutanan berupa Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI),

perkebunan kelapa sawit, serta pertambangan.
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Wilayah yang dibangun untuk IKN yang meliputi kabupaten
Penajam Paser Utara dan Kutai Karta Negara masih terdapat hutan alam
yang tersisa seluas 26,8 ribu hektare atau hanya meliputi 10% dari
keseluruhan wilayah IKN. Disisi lain, deforestasi yang terjadi di wilayah
IKN dalam kurun waktu tahun 2018-2021 mencapai 18 ribu hektare, yang
mana sebagian besar hutan tersebut berada dalam fungsi kawasan hutan
produksi dengan luas 16,8 ribu hektare, area penggunaan lain seluas 8,5
ribu hektare, dan sementara di fungsi kawasan hutan lindung hanya tersisa

seluas 5 hektare, berikut gambar peta dan tabel mengenai kawasan hutan:

Gambar 3.1 Tutupan hutan alam di dalam fungsi kawasan hutan di IKN.

T

= CEam PETA TUTUPAN HUTAN
=X TAHUN 2021 IKN
KALIMANTAN TIMUR

Tabel 3.1. Kawasan Hutan

Fungsi Kawasan Hutan Luas Hutan (Ha)
Tidak terdefinisi 41.78
Hutan Lindung 5.18
Hutan Produksi 16,859.73
Hutan Produksi Terbatas 282.03
Hutan Produksi Konservasi 88.67

*Publikasi FWI, “Asimetris Informasi: Apa Yang Tidak Muncul Ke Publik Dari Pemindahan
IKN?,” FWI, 10 November 2022, diakses pada tanggal 1 Juni 2023 https://fwi.or.id/asimetris-
informasi-pemindahan-ikn/
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Areal Penggunaan Lain

8,953.32

Taman Hutan Rakyat

970.56

Sumber diperoleh dari Forest Watch Indonesia diakses pada tanggal 1 Juni 2023
https://fwi.or.id/asimetris-informasi-pemindahan-ikn/

Selanjutnya tabel mengenai data deforestasi pada fungsi kawasan

hutan di wilayah IKN yang disebabkan korporasi industri ektraktif,

sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tutupan hutan dan deforestasi di kawasan hutan.

Fungsi Kawasan Tutupan Hutan (Ha) | Deforestasi 2018-2021
Hutan 2018 2021 (Ha)
Tidak Terdefinisi 56.53 41.78 14.75
Hutan Lindung 14.26 5.18 9.08
Hutan Produksi 30,545.69 | 16,859.73 13,685.97
Hutan Produksi 597.76 282.03 315.73
Terbatas
Hutan Produksi 97.04 88.67 8.37
Konservasi
Areal Penggunaan 11,702.63 | 8,553.32 3,149.32
Lain
Taman Hutan Rakyat | 1,777.20 970.56 806.63

Sumber diperoleh dari Forest Watch Indonesia diakses pada tanggal 1 Juni 2023
https://fwi.or.id/asimetris-informasi-pemindahan-ikn/

Data dan gambar sebagaimana di atas, menunjukan bahwa wilayah

kawasan hutan yang digunakan untuk pembangunan IKN telah mengalami
deforestasi, sehingga melakukan pembangunan di wilayah tersebut hanya
akan mengakibatkan memperparah deforestasi dalam fungsi kawasan

hutan tersebut.

Pembangunan IKN yang dilakukan oleh pemerintah sedang

dilakukan, yang mana pembangunan tersebut dibangun dalam fungsi
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kawasan hutan produksi. Luas kawasan hutan produksi yang terletak di
wilayah IKN mempunyai 63.434 ha, sedangkan wilayah kawasan hutan
untuk pembangunan IKN seluas 256.654 ha. Berikut peta tata guna lahan

untuk 1KN:

Gambar 3.2 Peta tata guna lahan IKN.

l KEMENTERIAN PEKERIAAN UMUM DAN PERUMANAN RAKYA

o e ——
.
Sy (g ‘i |
e
R T
i 2%

Sumber diperoleh dari detik.com, diakses pada tanggal 1 Juni 2023
https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2023/04/05/peta-tata-
guna-lahan-ibu-kota-nusantara-ikn.jpeq?w=1381
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Peta tata guna lahan sebagaimana di atas, kemudian dibagi menjadi
tiga ring, yang mana ring satu seluas 6.596 ha disebut dengan kawasan inti
pusat pemerintahan, ring dua seluas 56.180 ha yang disebut dengan
kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring terakhir atau ring ketiga dengan
luas 199.962 ha disebut dengan kawasan perluasan Ibu Kota Negara

(IKN).5

S7IKN, “ikn DALAM ANGKA,” ikn, diakses pada tanggal 1 Juni 2023 https://www.ikn.go.id
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Dengan demikian, = pembangunan IKN akan menyebabkan
bertambahnya deforestasi dalam fungsi kawasan hutan produksi. Melihat
dari sisi sejarah dalam kawasan pembangunan IKN, terjadinya banjir
sangatlah rendah. Namun, jika dilihat menurut data index potensi banjir di
wilayah IKN menunjukan hampir setengah wilayah IKN berpotensi tinggi
terjadi bencana banjir. Selain itu, dalam wilayah IKN juga berpotensi
meningkatkan jumlah resiko kebakaran hutan dan lahan. Tercatat sejak
2017-2020 terdapat 35 titik yang mengindikasikan kasus kebakaran hutan
di wilayah I1KN. Hal ini, juga diperkuat dengan tingginya pemanfaatan
hutan dan lahan oleh konsesi di IKN yang mendorong konversi penutupan
lahan. Berikut gambar titik api, risiko tanah longsor, dan pembukaan lahan

fungsi kawasan hutan produksi di wiliyah pembangunan IKN:%8

Gambar 3.3 Peta resiko tanah longsor di IKN

Peta Risiko Tanah Longsor
di IKN
Legenda
o
Rendah w.

W Tinggi

O Batas IKN

0O Batas Provinsi
Batas Kabupaten

W Badan Air

- — — 1)
0 5 10 20 30 40

Sumber Data

1. Administrasi (BIG, 2020)

2. Batas IKN - Delineasi (Bapennas, 2021)
3. Risiko Longsor (NASA, 2020)

8Publikasi FWI, “Asimetris Informasi: Apa Yang Tidak Muncul Ke Publik Dari Pemindahan
IKN?,” FWI, 10 November 2022, diakses pada tanggal 1 Juni 2023 https://fwi.or.id/asimetris-
informasi-pemindahan-ikn/
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Gambar 3.4 Pembukaan lahan untuk pembangunan IKN

Sumber diperoleh dari Forest Watch Indonesia diakses pada tanggal 1 Juni 2023
https://ikn.fwi.or.id/citizen_journalist/kondisi-titik-nol/

Gambar 3.5. Peta titik hotspot dan tutupan hutan dalam IKN

Sumber diperoleh dari Forest Watch Indonesia diakses pada tanggal 1 Juni 2023
https://fwi.or.id/asimetris-informasi-pemindahan-ikn/

b. Lumbung Pangan (Food estate)

Lumbung pangan (food estate) merupakan istilah populer yang
berasal dari kegiatan usaha budidaya tanaman dengan skala yang luas yang

dilakukan dengan cara menggunakan konsep pertanian sebagai sistem
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industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), modal,
serta organisasi dan manajemen modern.> Lumbung pangan (food estate)
berkaitan dengan ketahanan pangan dikarenakan tujuan utama dari
dibangunnya lumbung pangan (food estate) untuk memenuhi ketahanan

pangan di suatu negara.

Pembangunan lumbung pangan (food estate) merupakan salah satu
dari program yang masuk dalam proyek strategis nasional. Proyek
lumbung pangan (food estate) dilakukan untuk mencegah ancaman Kkrisis
pangan yang diakibat oleh pandemi covid-19 yang berkepanjangan serta

perang Rusia-Ukraina.

Pemerintah menggagas program lumbung pangan (food estate)
nasional di berbagai wilayah Indonesia, yaitu di Kalimantan Tengah,
Papua, dan Sumatera Utara. Pembangunan lumbung pangan food estate
dari tiga wilayah tersebut, dibangun dalam kawasan hutan yang mana dari
tiga wilayah tersebut merubah kawasan hutan dengan sejumlah sebagai

berikut:

5Tim Pengembangan Food Estate, Buku Pintar Food Estate, (Jakarta: Departemen Pertanian
Republik Indonesia, 2011), 2.
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Tabel 3.3. Luas areal lumbung pangan (food estate) di Sumatera Utara,
Kalimantan Tengah dan Papua.®®

No Wilayah Keterangan Kawasan Luas (ha) | Keterangan
Hutan
1. | Sumatera Dapat diubah fungsi jadi | 12.790
Utara FE (Kawasab Hutan)
Kawasan Hutan tanpa 21.152
mengubah fungsi
2. | Kalimantan Kawasan hutan 486.164
Tengah
3. | Papua Kawasan hutan lindung, | 2.684.461,54
hutan produksi, hutan
produksi tetap dan hutan
konservasi
Total 3,204,567.54

Sumber diperoleh dari Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) diakses pada

tanggal 1 Juni 2023

Pembangunan lumbung pangan di tiga wilayah tersebut, telah

mengakibatkan deforestasi pada kawasan hutan. Selain itu, hal lain yang

ditimbulkan oleh pembangunan program proyek strategis nasional

lumbung pangan ini juga mengakibatkan kerugian bagi negara, Krisis

lingkungan, dan peminggiran petani-petani pada sumber kehidupannya.

1) Lumbung pangan (food estate) di wilayah Kalimantan Tengah

Lumbung pangan (food estate)setidaknya menggunakan lahan

kawasan hutan dengan luas 486.164 ha (yang terdiri dari Lahan AOI,

Blok Katingan, Kapuas, dan Blok Gunung Mas). Program proyek

80Adam Kurniawan dkk, Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi, (Jakarta:
Eksekutif Nasional Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), 2022), 9.
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lumbung pangan (food estate) ini dipimpin oleh Kementerian
Pertahanan di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang ditanami singkong
telah membuka lahan sekitar 700 ha hutan alam di kawasan hutan
produksi. Selain itu, proyek tersebut membuka lahan kawasan hutan
dengan tidak ada dokumen AMDAL dan proyek ini telah melanggar
berbagai aturan termasuk kewajiban atas dokumen legalitas kayu
(SLVK) serta izin pemanfaatan kayu yang memperparah kerusakan
hutan alam.®! Berikut gambar mengenai peta dan perubahan kawasan

hutan untuk food estate:

Gambar 3.6 Luas kawasan hutan yang dirubah untuk food estate

#1Adam Kurniawan dkk, Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi, 7.
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Sumber diperoleh dari BBC News dan Koran Tempo, diakses pada tanggal 1 Juni 2023

Gambar 3.7 Peta lokasi perizinan di Desa Tewai Baru.

. b~
i B 43 '
EBatas Desa Tewai Baru Z."HTR KPH * Deforestation alert

[Jtahan yang sudah digarap '/ /IHutan Tanaman I krH

Sumber diperoleh dari Analsis Pantau Gambut, 2022, diakes pada tanggal 1 Juni 2023
https://pantaugambut.id/kabar/food-estate-kalimantan-tengah-riwayatmu-kini
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2) Lumbung Pangan (food estate) di Papua.

Rencana pembangunan lumbung pangan di Papua akan
mengakibatkan konversi kawasan hutan lindung, kawasan hutan
produksi, kawasan hutan produksi tetap dan hutan konservasi seluas
2.684.461,54 ha, serta 29.02 ha Areal Penggunaan Lain (APL). Dengan
menggunakan lahan seluas sebagaimana yang telah disebutkan, maka
hal ini jelas akan mengakibatkan deforestasi di Papua. Papua telah
banyak kehilangan kawasan hutan, seperti pada tahun 2019 Papua telah
kehilangan kawasan hutan primer seluas 22.700 ha.®? Berikut peta

lokasi food estate di Papua:

Gambar 3.8 Peta lokasi food estate di Papuas:

3) Lumbung Pangan (food estate) di Sumatera Utara

Pembangunan lumbung pangan (food estate) di Sumatera Utara

juga dilakukan dalam kawasan hutan, sehingga propinsi Sumatera

62Aiesh Rumbekwan dkk, Kertas Posisi, Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok
Ketahanan Pangan?, (Jakarta: Walhi, 2021), 9.
83Adam Kurniawan dkk, Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi, 8
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Utara juga kehilangan kawasan hutan untuk pembangunan lumbung
pangan. Luas areal yang digunakan untuk pembangunan lumbung
pangan di kawasan hutan Sumatera Utara seluas 33,942 ha dan luas

food estate Humbang Hasundutan mencapai 61.042,09 ha.®

2. Aturan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Pembangunan Proyek

Strategis Nasional.

Pembangunan proyek strategis nasional di kawasan hutan secara
normatif diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan. PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
sendiri merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang

Cipta Kerja.

Membahas mengenai pembangunan proyek strategis nasional, yang
dimulai dengan Pasal 84 ayat (3) yang secara tersirat memperbolehkan untuk
melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial. Mengingat bahwa
PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sendiri
merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta
Kerja, sehingga perlu kiranya untuk membahas mengenai perubahan fungsi

kawasan hutan menurut UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pembahasan mengenai perubahan fungsi kawasan hutan dalam UU

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat dalam Pasal 36 yang

é4Adam Kurniawan dkk, Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antar Generasi, 8.
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mengubah Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sehingga

Pasal 19 berbunyi sebagi berikut:

Pasal 19

(1) Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil

penelitian terpadu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan
fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Pemerintah.%

Berikut tabel pembahasan mengenai perubahan Pasal 19

Tabel 3.4 Perubahan Pasal 19

Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan

Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja

Pasal 19

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi
kawasan hutan ditetapkan oleh
Pemerintah didasarkan pada
hasil penelitian terpadu.

(2) Perubahan peruntukan kawasan
hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang berdampak
penting dan cakupan yang luas
serta bernilai strategis,
diterapkan  oleh  Pemerintah
dengan  persetujuan  Dewan
Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan tentang cara
perubahan peruntukan kawasan
hutan dan perubahan fungsi
kawasan hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 19

(1) Perubahan  peruntukan  dan
perubahan fungsi kawasan hutan
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dengan mempertimbangkan hasil
penelitian terpadu.

(2) Ketentuan mengenai tata cara
perubahan  peruntukan  dan
perubahan fungsi kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

&Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020
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Pasal 19 ayat (2) dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan di hapus dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Selain itu, kata “didasarkan” pada ayat (1) Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Kehutanan diganti dengan kata

“mempertimbangkan”.

Disisi lain, menelisik mengenai peraturan perubahan fungsi kawasan hutan
secara parsial dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Kehutanan sebagai berikut:

Pasal 53
Menteri Menetapkan:
a. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan; dan
b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,
dengan mempertimbangkan hasil Penelitian Terpadu.
Pasal 75
(1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 huruf b dilakukan untuk memantapkan dan
mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan.
(2) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada Kawasan Hutan dengan fungsi pokok:
a. Hutan Konservasi;
b. Hutan Lindung; dan
c. Hutan Produksi.
(3) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan:
a. secara parsial; atau
b. untuk wilayah provinsi.
Pasal 76
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a dilakukan melalui
perubahan fungsi:
a. antar fungsi pokok Kawasan Hutan; atau
b. dalam fungsi pokok Kawasan Hutan.
Pasal 77
Perubahan fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi perubahan fungsi dari:
a. Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan Lindung dan/
atau Kawasan Hutan Produksi;
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b. Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/
atau Kawasan Hutan Produksi; dan

c. Kawasan Hutan Produksi menjadi Kawasan Hutan Konservasi dan/
atau Kawasan Hutan Lindung.

Pasal 78

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Konservasi menjadi Kawasan Hutan

Lindung dan/ atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

a. tidak memenuhi seluruh kriteria sebagai kawasan Hutan Konservasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. memenuhi kriteria Kawasan Hutan Lindung atau Kawasan Hutan
Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan

Konservasi dan/ atau Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. tidak memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal untuk diubah
menjadi Kawasan Hutan Produksi; dan

b. memenuhi kriteria Kawasan Hutan Konservasi atau Kawasan Hutan
Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan produksi menjadi Kawasan Hutan

Konservasi dan/ atau Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 huruf ¢ wajib memenuhi kriteria sebagai Kawasan Hutan

Konservasi atau Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dilakukan dalam:

a. Kawasan Hutan Konservasi; atau

b. Kawasan Hutan Produksi.

Pasal 82

(1) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a meliputi perubahan

dari:

a. kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman
nasional, taman Hutan raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;

b. kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman
nasional, taman Hutan raya, taman wisata alam, atau Taman Buru;

c. kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, kawasan
suaka margasatwa, taman Hutan raya, taman wisata alam, atau
Taman Buru; atau

d. kawasan Taman Buru menjadi kawasan cagar alam, kawasan suaka
margasatwa, taman nasional, taman Hutan raya, atau taman wisata
alam.
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(2) Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan Konservasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam
hal:

a. sudah terjadi perubahan kondisi biofisik Kawasan Hutan akibat
fenomena alam, lingkungan, atau manusia;

b. diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat
Kawasan Hutan; atau

c. cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial
dan ekonomi akibat pembangunan diluar kegiatan Kehutanan yang
tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami.

Pasal 83

Perubahan dalam fungsi pokok kawasan Hutan Produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi perubahan dari:

a. Kawasan Hutan Produksi Tetap menjadi Kawasan Hutan Produksi
yang dapat di Konversi; dan

b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi Kawasan
Hutan Produksi Tetap.

Pasal 84

(1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan secara parsial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.

(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
berdasarkan usulan yang diajukan oleh:

a. gubernur, untuk Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan
Produksi; atau
b. pengelola Kawasan Hutan Konservasi.

(3) Dalam hal usulan perubahan fungsi dalam rangka kegiatan proyek
strategis nasional, program pemulihan ekonomi nasional, pengadaan
tanah untuk bencana alam, dan tanah obyek reforma agraria yang
ditetapkan Pemerintah Pusat, dapat diusulkan oleh menteri/ pimpinan
lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana.

Runtutan pasal sebagaimana di atas, merupakan pasal-pasal yang

membahas mengenai perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial. Berkaitan

dengan Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Kehutanan, yang mana dalam Pasal 84 ayat (1) yang mengacu pada Pasal 75 ayat

(3) huruf a yang berbunyi “(3) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secara parsial;”
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Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi “(1) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan untuk memantapkan
dan mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan.” Pasal 53 berbunyi bahwa
dalam hal peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan dengan penelitian
terpadu. Dengan demikian, dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Kehutanan menghendaki perubahan fungsi kawasan hutan
secara parsial dengan tujuan untuk memantapkan dan mengoptimalkan fungsi
dari kawasan hutan, bukan untuk merubah kawasan hutan dengan menambah
kerusakan dan deforestasi pada kawasan hutan sebagaimana dalam
pembangunan proyek strategis nasional. Mengingat bahwa definisi mengenai
perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi
hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan

yang lain.

Disisi lain, dalam Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan, pemerintah dapat menetapkan hutan dengan tujuan khusus yang

diperlukan untuk kepentingan umum yang meliputi:
1). penelitian dan pengembangan;
2). pendidikan dan latihan; dan

3). Religi dan budaya.®®

%_embaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999
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Selanjutnya dalam ayat berikutnya berbunyi bahwa kawasan hutan
dengan tujuan khusus tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Tujuan
khusus yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 8 dijelaskan dalam penjelasan
yang tercantum dalam tambahan lembar negara, yang mana penjelasan tersebut
terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemerintah dapat
merubah perubahan fungsi pokok kawasan hutan dengan tujuan khusus, yang
hanya ditujukan untuk kepentingan umum yang hanya dapat dilakukan untuk
pengembangan dan penelitian, pendidikan dan latihan, religi dan budaya yang
dilakukan untuk menjaga hutan dan kelestarian hutan. Hal lain, yang ditujukan
untuk pemanfaatan hutan dengan tujuan khusus tersebut, dapat memberikan
manfaat terhadap masyarakat baik di daerah sekitar kawasan hutan ataupun

diluar kawasan hutan.

Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang
tercantum dalam penjelasan tambahan lembar negara, mengingat bahwa
penjelasan undang-undang di Indonesia merupakan suatu norma hukum yang
valid, yang mana bagi setiap orang dianggap perlu untuk mengetahuinya.®’
Selain itu, penjelasan tersebut secara materiil merupakan tafsir dan sekaligus
norma sehingga penjelasan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat.58

57Ali Marwan. HSB. “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Critising Enactment Of Law
Fiction Theory),” Jurnal Penelitian De jure, Vol.16 No.3 (2016):252

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.VV16.251-264

%8|lham Fajar Septian dan Ali Abdurrahman, “Status Hukum Penjelasan Undang-Undang
Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Hukum &
Pembangunan Vol.5 No.3(2021): 820 https://doi.org/10.21143/jhp.vol51 no.3.3136
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasal 84 ayat (3) yang
menjadi dasar hukum yang secara tersirat memperbolehkan untuk merubah
fungsi kawasan hutan secara parsial untuk pembangunan proyek strategis
nasional tidak sinkron baik dengan peraturan perundang-undangan yang
kedudukannya lebih tinggi maupun sejajar. Selain itu, mengingat bahwa dalam
PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pun
menghendaki perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial, namun perubahan
fungsi kawasan hutan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan
memantapkan fungsi kawasan hutan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

75 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (4) berbunyi
sebagai berikut “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi.” Penjelasan Pasal 33 ayat (4) tersebut, dapat digaris bawahi bahwa dalam
pelaksanaan suatu perekonomian nasional harus berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan demi menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Kata “berkelanjutan”
yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut, berkaitan dengan konsep sustainable
development atau disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan
berkelanjutan sendiri mempunyai arti bahwa baik dalam hal segala aktivitas

perekonomian dalam masyarakat, serta kegiatan sosial politik dan budaya, tidak boleh

76



hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek untuk hari ini saja, melainkan

juga harus memikirkan untuk jangka panjangnya juga®®

Disisi lain, terlepas dari pembangunan proyek strategis nasional yang
merusak dan meyebabkan deforestasi dalam fungsi kawasan hutan,
pembangunan proyek strategis nasional sesungguhnya mempunyai tujuan yang
baik yaitu untuk pertumbuhan dan pemerataan dalam rangka upaya penciptaan
kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja dalam konteks
pengaturannya pun masih bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,

sehingga tidak terjaminnya kepastian hukum.

8Jimly Assiddhigie, Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 133-134.

Menyelisik lebih lanjut mengenai pembentukan Undang-Undang Kehutanan yang berpijak dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana terdapat beberapa pasal yang
dijadikan pijakan salah satunya yaitu Pasal 33. Hal ini, dapat dilihat dalam konsideran mengingat
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Makna dari penafsiran hukum
“penguasaan oleh negara” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 adalah bukan semata-mata kepemilikan oleh negara. Kesalahan penafsiran
hukum yang dilakukan oleh elit politik mengakibatkan makna dari penafsiran hukum Pasal 33 ayat
(3) menjadikan hal yang merugikan bahi warga negara, sehubungan membahas mengenai
aktualisasi antinomi nilai-nilai filosofik yang terdapat dalam Pasal 33 Jimly asshidigie berpendapat
bahwa seorang negarawan haruslah pandai-pandai dalam menilai dan melihat dari segala aspek.
Hal ini, dikarenakan Pasal 33 tidak bersifat privatisasi dan juga tidak mempunyai sifat
swastanisasi. Hal lain, yang perlu diingat adalah bahwa domain mempunyai 3 macam, yaitu state,
civil society, serta market. Apabila dalam pelaksanaannya sebagaimana sistem demokrasi modern
ketiga domain tersebut harus berjalan sesuai dan seimbang, dikarenakan ketiga domain tersebut
saling menunjang dan harmoni, sehingga apabila ketiga domain tersebut dapat berjalan sesuai
dengan porsinya masing-masing (dalam kata lain berjalan dengan seimbang), maka terwujudlah
suatu demokrasi yang sehat, dan terwujudnya suatu demokrasi yang sehat tersebut menumbuhkan
kesejahteraan sosial. Dikutip dari Jundiani, “Aktualisasi Antinomi Nilai-Nilai Filosofis Pasal 33
UUD 1945,” De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol.7 No.2(Desember 2015): 166-167
https://doi.org.10.18860/j-fsh.v7i2.3522

77


https://doi.org.10.18860/j-fsh.v7i2.3522

3. Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Kehutanan berdasarkan Teori Ecological Justice

Membahas mengenai teori ecological justice atau disebut dengan
keadilan ekologi merupakan suatu teori yang mengajarkan paradigma baru
mengenai hubungan manusia dan alam, yang mana dalam keadilan ekologi

kedudukan antara manusia dan alam adalah sejajar/sama.

Baxter merupakan salah satu tokoh yang menjelaskan mengenai
keadilan ekologi, yang mana Baxter berargumen bahwa manusia dapat
memperluas ruang lingkup masyarakat yang berkeadilan (community of
justice) yang dapat dilakukan setidaknya sampai pada makhluk-makhluk
yang lainnya (non manusia). Maksud Baxter mengenai dapat dilakukan pada
makhluk-makhluk lainnya adalah bahwa keadilan ekologi dapat memandang

alam sebagai penerima (recipients) dari keadilan.

Pendapat lain yang katakan oleh Baxter adalah “as such, they ‘may
intelligibly be said to have claims upon the actions of moral agents.”® Yang
artinya diartikan bebas oleh penulis, yaitu mereka dapat dikatakan memiliki
tuntutan atas tindakan pribadi yang bermoral. Disisi lain, mengutip pendapat

dari Low and Gleeson, yang mana mereka mempekenalkan bahwa:

“The struggle for justice as it is shaped by the politics of the enviroments....
has two relational aspects: the justice of the distribution of enviroments
among peoples, and the justice of the relations between humans and the rest
of the natural wolrd. We term these aspects of justice: enviromental justice

°Brian Baxter, A Theory of Ecological Justice, (London and New York: Taylor & Francis Group,
2005), 250.
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and ecological justice. They are really two aspects of the same
relationship.”’

Yang diartikan secara bebas oleh penulis, bahwa dalam memperjuangkan
keadilan dibentuk oleh politik lingkungan, yang mana memiliki dua aspek:
pertama keadilan lingkungan yang tertanam dalam jiwa setiap orang
(distributive justice), dan yang kedua adalah bahwa keadilan terjalin di antara
manusia dan makhluk-makhluk laiinya, sehinga kedua aspek tersebut disebut

dengan keadilan lingkungan dan keadilan ekologi.

Kedua aspek tersebut, memiliki kaitan yang sangat erat yang mana dalam
keadilan ekologi menginginkan tidak hanya manusia yang memperoleh
kesempatan yang sama untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang
baik, tetapi juga makhluk-makhluk yang lainnya juga berhak untuk memperoleh
keadilan yang sama. Oleh karena itu, menurut pandangan keadilan ekologi sudah
menjadi tugas manusia sebagai penggerak untuk memikirkan prosedur mengenai
bagaimana caranya supaya keadilan dapat dirasakan dengan baik kepada seluruh

makhluk-makhluk laiinya.

Pada perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek
strategis nasional, yang mana tujuan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat sebenarnya baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya hanya
mementingkan kepada kepentingan manusia saja, tanpa memikirkan faktor alam

yang rusak akibat pembangunan tersebut. Sebagaimana dua contoh perubahan

"1Brian Baxter, A Theory of Ecological Justice, 7.
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fungsi kawasan hutan yang telah dijelaskan di atas,’? yang dibangun di kawasan

hutan mengakibatkan deforestasi pada kawasan hutan.

Pembangunan food estate di kawasan hutan lindung yang berakhir
dengan gagal mengakibatkan kerusakan tidak hanya pada kawasan hutan, akan
tetapi manusia juga merasakan kerugian. Sedangkan dalam pembangunan
proyek IKN yang dilakukan di kawasan hutan produksi yang seharusnya
kawasan tersebut dilakukan reklamasi akibat pertambangan dari korporasi

sebelumya, seharusnya dilakukan bukan malah menambah deforestasi.

Aspek yang kedua dalam keadilan ekologi adalah recognition yang
berarti mengakui alam sebagai bagian dari kesatuan keadilan. Aspek recognition
ini penting, dikarenakan dalam mencapai suatu keadilan untuk semua makhluk
yang berada dalam satu ekosistem, manusia harus mengakui terlebih dahulu
bahwa manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang mana mereka

sama-sama mempunyai berhak untuk bertahan hidup dan berkembang.

Menilisik lebih lanjut mengenai perubahan fungsi kawasan hutan dalam
pembangunan proyek strategis nasional, yang secara normatif dalam Pasal 84
ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanna yang
secara tersirat memperbolehkan untuk melakukan perubahan kawasan hutan
secara parsial untuk pembangunan proyek strategis nasional, tidak

mencerminkan sebagaimana prinsip keadilan ekologi.

2Lihat Bab 111 sub-bab pertama penjelasan mengenai pembangunan program food estate dan
proyek IKN.
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Pertama, Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Kehutanan, yang mana PP tersebut merupakan aturan turunan
dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mana dalam Pasal 19
dalam UU tersebut berbunyi bahwa dalam melakukan perubahan kawasan hutan
mempertimbangkan dengan penelitian terpadu. Jika dilihat sebagaimana apa
yang telah terjadi dalam pembangunan proyek strategis nasional yang
memberikan masalah terhadap lingkungan, dapat dikatakan bahwa dalam
pelaksanaan pembanguna proyek strategis nasional tidak memperhatikan faktor

lingkungan.

Hal ini, dapat dilihat dari perubahan Pasal 19 UU No 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanna sebagaimana diubah dengan Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta, mengenai frasa dari “didasarkan” dengan
“mempertimbangkan” menurut hemat penulis, dengan frasa
“mempertimbangkan” menjadikan bahwa pemerintah memberikan pelemahan
terhadap hak partisipatif masyarakat dalam bentuk penelitian dalam
mempertahankan kawasan hutan. Sehingga, frasa “mempertimbangkan” hanya
digunakan untuk pertimbangan bukan menjadi suatu hal yang harusnya
dilakukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan perubahan fungsi

kawasan hutan.

Frasa “mempertimbangkan” di atas, dapat diartikan bahwa pemerintah
dalam merubah fungsi kawasan hutan hanya memperdulikan aspek manusia saja.
Hal ini, menjadikan bahwa baik dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun

2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun
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2020 Tentang Cipta Kerja tidak sesuai sebagaimana prinsip dasar dari keadilan
ekologi yang seharusnya manusia dan alam sama-sama mempunyai hak dan

kewajiban keadilan yang sama.

Disisi lain, dalam Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
yang menghendaki pemerintah dalam melakukan perubahan fungsi kawasan
hutan dengan tujuan khusus tanpa merubah fungsi pokok dari kawasan hutan
tersebut. Seyogyanya Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
dimasukkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal ini
dikarenakan setidaknya memberikan harapan sebagaimana tercermin dalam
Pasal 8 yang mana muatan subtansi dari pasal tersebut, mengindahkan untuk

melakukan keadilan ekologi dengan tujuan tidak merusak kawasan hutan.

B. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perspektif Sadd Al-

Dzari’ah.

Kontribusi hukum Islam dalam tatanan hukum positif memiliki peran
yang sangat besar sebagai bukti otentik, bahwa hukum Islam mempunyai
formulasi bagi penyelesaian persoalan hukum di negara ini. Pembaharuan
hukum positif di Indonesia berkembang atas dua cara pandang yang dianut,
yaitu: hukum yang berfungsi sebagai pengabdian dan hukum yang berorientasi

ke masa depan.”

3Gaifullah, “Senjakala Keadilan: Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum di Indonesia”
(2020). 10.
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Setiap perbuatan pasti memiliki suatu tujuan, yang mana tujuan tersebut
tidak akan tercapai tanpa melalui perbuatan-perbuatan dan sebab-sebab yang
menjadi perantara, perbuatan-perbuatan yang berfungsi sebagai pengantar
merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu,
pengantar tersebut mempunyai status hukum yang sama dengan apa yang telah
dicapai. Sehingga, al-dzari’ah adalah sesuatu yang menjadi perantara (sarana
dan jalan) untuk sampai pada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara’, baik
yang haram ataupun yang halal, dan yang mengarah kepada ketaatan atau
kemaksiatan. Dengan demikian, metode sadd al-dzari’ah merupakan metode
yang membahas mengenai dampak dari suatu perbuatan. Apabila perbuatan
tersebut mubah/boleh dianjurkan oleh syariat, maka dianjurkan. Namun, jika
dampak dari perbuatan tersebut mengarah terhadap sesuatu yang diharamkan,
misalnya akan menimbulkan kerusakan atau kerugian, maka hukumnya tidak

boleh.

Dalam konteks permasalahan ini, mengenai perubahan fungsi kawasan
hutan yang dilakukan secara parsial untuk pembangunan proyek strategis
nasional sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Kehutanan akan dianalisis dengan menggunakan

perpsektif sadd al-dzari’ah.

Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Kehutanan yang secara tersirat isi dari pasal tersebut, memperbolehkan untuk
melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial diluar kegiatan

kehutanan yang mana salah satu dari kegiatan tersebut, yaitu untuk proyek
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strategis nasional mengakibatkan deforestasi dan berdampak buruk bagi

masyarakat sekitar yang berada di sekitar wilayah kawasan hutan tersebut.’*

Selain itu, secara yuridis Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak sinkron dengan peraturan
perundang-undangan baik yang lebih tinggi kedudukannya maupun sejajar.
Selain itu, dilihat dari tujuan dalam melakukan perubahan fungsi kawasan hutan
bertujuan untuk terwujudnya optimalisasi dan manfaat fungsi kawasan hutan

secara lestari dan berkesinambungan.

Persoalan mengenai ketentuan norma dalam Pasal 84 ayat (3) PP Nomor
23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan di atas sebenarnya sama

dengan persolan yang berada dalam Surat al-An’am (6): 108

CLE J;;'i ‘EJ‘:" al w é:“‘ 953 :J"f ;)3},_)\.3. CJQ:U‘ 1322 Z Yj
Artinya:
Janganlah kamu caci orang yang menyembah selain Allah, karena nanti

ia akan mencaci Allah secara memusuhi tanpa pengetahuan.

Pengertian dari ayat di atas, bermaksud bahwa sebenarnya mencaci dan
menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu untuk
boleh untuk memeranginya. Akan tetapi, karena perbuatan mencaci dan
menghina akan menyebabkan penyembah selain Allah akan mencaci Allah,

maka perbuatan mencaci dan menghina menjadi dilarang.

74Lihat pembahasan perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis
nasional.
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Selain itu, permasalahan di atas juga memiliki kesamaan sebagaimana
dalam surat an-Nuur (24): 31.:
S O @ s ) S8 ey 2 GG A Bt 5L 032

e 8

{02 v
o
2

Artinya:

Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya supaya diketahui

orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya.

Pengertian ayat di atas, bermaksud bahwa sebenarnya menghentakkan
kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, akan tetapi karena menghentakkan
kaki tersebut menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui oleh
orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka

menghentekkan kaki tersebut menjadi dilarang.

Dua contoh dua surat di atas, terdapat adanya larangan bagi perbuatan
yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun perbuatan tersebut
pada dasarnya hukumnya boleh untuk dilakukan. Sehingga, dalam hal ini
menjadikan dasar pemikiran bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi yang

terdiri dari:"®

1. Sisi yang mendorong untuk berbuat;

2. Tujuan yang menjadi natijah dari perbuatan yang dilakukan.

Apabila dilihat dari sisi natijahnya, perbuatan terbagi menjadi dua bentu, yaitu:

Wahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al-Figh Al-Islami, Juz 2, (Dar al-Fikr: Damaskus, 2005), 178.
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1. Apabila natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah
kepadanya adalah baik, maka oleh karenanya dituntut untuk
dilakukan.

2. Apabila natijahnya buruk, maka segala sesutu yang mendorong

kepadanya adalah juga buruk, sehingga hal tersebut dilarang.

Penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan perubahan fungsi
kawasan hutan secara parsial untuk pembangunan proyek strategis nasional,
sebagaimana bunyi Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Ketuhanan sebenarnya memiliki tujuan yang baik untuk
pembangunan proyek strategis nasional, yang mana tujuan dari proyek strategis
nasional adalah untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka
upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun,
dalam praktiknya perubahan fungsi kawasan hutan yang dilakukan untuk
pembangunan proyek strategis nasional telah menyebabkan deforestasi dan
permasalahan bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pembangunan
proyek strategis nasional tersebut. Selain itu, Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan juga tidak sesuai dengan
prinsip dasar dari teori keadilan ekologi, sehingga sebagaimana penjelasan di
atas Pasal 84 ayat (3) terindikasi menyebabkan kerusakan bagi kawasan hutan,

maka pasal tersebut lebih mendekati untuk tidak dilaksanakan.

Hal ini, dilakukan untuk menjaga dari kehati-hatian yang bertumpu pada

prinsip-prinsip yang telah berlaku, sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:
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Artinya:

Menolak  kerusakan  diutamakan  ketimbang  mengambil

kemashlahatan.

Menurut pandangan kaidah di atas, berarti menolak melanggar hukum
dari kelalaian, yang mana hal tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat
di daerah sekitar wilayah kawasan hutan dan Pasal 84 ayat (3) tidak sesuai
dengan prinsip dasar dari teori keadilan ekologi. Dalam hal ini, perubahan fungsi
kawasan hutan untuk proyek strategis nasional pemerintah hanya berfokuskan
hanya untuk kepentingan percepatan pembangunan ekonomi nasional tanpa
memperhatikan faktor lingkungan baik yang sudah terjadi ataupun yang akan

terjadi.

Kemudian ketentuan norma Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengenai perubahan fungsi kawasan
hutan secara parsial untuk proyek strategis nasional sebagaimana diketahui
bahwa pasal tersebut tidak sinkron baik dengan peraturan yang lebih tinggi
maupun sejajar, serta Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Kehutanan tidak sesuai sebagaimana prinsip dasar dari teori
keadilan ekologi, yang mana dalam teori keadilan tersebut bahwa manusia dan
alam kedudukannya sama dan sama-sama berhak mendapat keadilan bertahan

hidup dan berkembang.
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Dalam hal untuk menentukan permasalahan tersebut, didasarkan pada
kaidah figh apabila tercampur antara halal dan haram, maka prinsipnya dapat

menggunakan kaidah:

ik I g S ezt i)

Artinya:

Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram

mengalahkan yang halal.

Sejalan dengan kaidah di atas, jika tercampur antara sesuatu yang baik
dengan sesuatu yang buruk, maka yang buruk akan menang, artinya keburukan
dalam hal ini berpengaruh daripada keberadaan kebaikan itu sendiri. Adanya
indikasi pelanggaran hukum dari perbuatan kelalaian berupa kerugian, sehingga
menimbulkan ketidak adilan bagi alam sebagaimana dengan tujuan dari teori
keadilan ekologi dalam pembangunan proyek strategis nasional untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan

kerusakan yang lebih besar dari pada pencapaian tujuan yang diinginkan.

Disisi lain, terdapat keraguan dalam Pasal84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, mengingat bahwa tujuan dari PP
tersebut, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, disisi
lain menurut teori keadilan ekologi yang berprinsip bahwa tujuan dari keadilan
ekologi adalah manusia dan alam sama-sama berhak dan berkewajiban

mendapatkan keadilan. Sehingga, ketidak sejalan antara Pasal 84 ayat (3) PP
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Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dengan teori

keadilan mengakibatkan keadilan tersebut hanya dirasakan oleh manusia saja.

Kemudian dalam hal untuk mengambil kehati-hatian bagi ulama dalam
beramal, terdapat kaidah yang menjadi pedoman bagi para ulama, yaitu sabda

Nabi:

ALY Q) Ess LS
Artinya:

Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa

yang tidak meragukanmu.

Kemudian, jika permasalahan mengenai perubahan fungsi kawasan
hutan terhadap pembangunan proyek strategis nasional dalam Pasal 84 ayat (3)
PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dilihat dari
dampak yang ditimbulkannya, maka termasuk dalam permasalahan yang
ketiga.”® Yaitu, dzari’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan
untukan kerusakan, namun sampai pada kerusakan yang mana kerusakan itu
lebih besar dari kebaikannya, sebagaimana menurut kaidah sebelumnya dalam

konsep kehati-hatian, maka sadd al-dzariah ini haram.

Dalam konteks permasalahan perubahan fungsi kawasan hutan dalam
pembangunan proyek strategis nasional, sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (3)

PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang termasuk

8Lihat pembagian sadd al-dzari’ah oleh lbn Qayyim dalam kitab Wahbah Zuhaili, Kitab Ushul Al-
Figh Al-Islami Juz 2, 183
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dalam kelompok ketiga, sebenarnya pemerintah tidak apa-apa untuk melakukan
pembangunan proyek strategis nasional mengingat bahwa tujuan dari proyek
strategis nasional adalah untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
memanglah benar. Namun, dalam konteks keadailan sebagaimana menurut teori
keadilan ekologi, yang mana manusia dan alam mempunyai keadilan hak dan
kewajiban yang sama, sehingga menyebabkan Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebabkan kerusakan pada
lingkungan, yang mana Pasa 84 ayat (3) tersebut, lebih hanya mementingkan

keadilan bagi manusia saja.

Disisi lain, terdapat sabda Nabi yang berbunyi:

4 ®

A o Jgs ale 0 a A G5 T S Lt sl W B adis SO
&y A g U3 s pad ad

Artinya:
Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Yang terletak
di antara keduanya termasuk urusan yang meragukan (syubhat).
Ketahuilah bahwa ladang Allah itu adalah padang yang diharamkannya.

Siapa yang bergembala di sekitar padang larangan Allah itu diragukan
akan terjatuh ke dalamnya.’’

Sebagaimana berpegangan dengan sabda nabi dan sesuai dengan prinsip
kehati-hatian para ulama sebagaimana di atas, dengan menolak mudharat, lebih
diutamakan daripada mengambil kemanfaatan, maka sebaiknya Pasal 84 ayat (3)

PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dihapuskan. Hal

7Amiruddin Syarif, Ushul Figh Jilid 2, 465.
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ini, dikarenakan isi dari Pasal Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Kehutanan tersebut, yang secara tersirat memberikan
izin untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial untuk
pembangunan proyek strategis nasional telah menyebabkan kerusakan dalam
kawasan hutan. Selain itu, dalam hal tatanan normatifnya Pasal 84 ayat (3) PP
Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan tidak sinkron
dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi,
sehingga hal ini dalam penyelaksanaannya mengakibat tidak adanya kepastian

hukum.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah
disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis
nasional terindikasi menyebabkan deforestasi pada kawasan hutan,
sebagaimana contoh dalam pembangunan proyek dan program proyek
strategis nasional lumbung pangan (food estate) dan IKN;Dalam hal aturan
mengenai perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial menghendaki
perubahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kawasan hutan, sehingga
dengan memberikan legitimasi untuk melakukan perubahan fungsi kawasan
hutan secara parsial yang diusulkan oleh menteri atau pimpinan lembaga
yang ditetapkan tidak sinkron dengan peratun perundang-undangan yang
lebih tinggi ataupun sejajar, sehingga perubahan fungsi kawasan hutan
dalam pembangunan proyek strategis nasional tidak sesuai dengan toeri
ecological justice yang menghendaki keadilan tidak hanya untuk manusia
saja tapi alam pun juga harus diberikan keadilan.

2. Perubahan fungsi kawasan hutan dalam pembangunan proyek strategis
nasional sebagaimana dalam pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Kehutanan perspektif sadd al-dzari’ah

mengandung kemadharatan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem
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hutan yang akan berimbas terhadap masyarakat sekitar wilayah kawasan
hutan.
B. Saran

1. Sebaiknya kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya pada
pasal 84 (3) tetap menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus dan tidak
merubah fungsi pokok dari kawasan hutan, serta alangkah baiknya untuk
memasukan prinsip sustainable development dalam pasal tersebut. Hal ini
ditujukan untuk melindungi kawasan hutan dan ekosistem hutan agar tidak
rusak dan beralih fungsi.

2. Seyogyanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan
harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Mulai
dari materi muatan rancangan undang-undang dan teknik pembentukan
rancangan peraturan perundang-undang sehingga hasil peraturan yang akan
disahkan dapat terhindar dari adanya permasalahan konflik norma dengan

peraturan-peraturan yang lain.
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